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RINGKASAN

Setiap pasangan suami istri mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan
sejahtera, tetapi tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan suasana yang
harmonis serta penuh kasih sayang dalam rumah tangganya. Percekcokan atau beda
pendapat yang berkepanjangan seringkali terjadi sehingga banyak yang berakhir
dengan perceraian sedangkan perceraian di mata Allah adalah perbuatan yang
dihalalkan tetapi paling dibenci.

Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara
sepasang suami istri dan setelah terjadinya perceraian antar suami istri tersebut,
mereka menjadi individu yang merdeka atau tidak terikat dalam sebuah ikatan
perkawinan. Kondisi yang demikian akan menimbulkan sebab akibat atau hak dan
kewajiban yang timbul setelah perceraian itu terjadi, seperti biaya pemeliharaan anak,
tanggung jawab pemberian nafakah, dan sebagainya.

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh bermacam-
macam alasan. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Perkara Nomor
201/PdtG/1998/PA Pas yang menjadi bahan dalam skripsi ini juga membahas
tentang perceraian yaitu berkaitan dengan cerai talak. Perkara ini diawali dengan
perkawinan antara Rofi’i bin Salam dengan Nur Rohmah binti Ibrohim. Perkawinan
tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Rokhmad Rokhim, tetapi dengan
adanya anak tersebut keluarga mereka tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian.
Permasalahan yang muncul setelah peristiwa perceraian tersebut adalah status anak
yang merupakan hasil perkawinan mereka.

Status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ternyata belum jelas, karena
pemohon mengingkan keberadaan anak tersebut dengan mempertimbangkan jarak
antara terakhir melakukan hubungan kelamin dengan kelahiran anak tersebut tidak
relevan. Menurut Gatot Supramono dalam buku yang berjudul Hukum Pembuktian di

Pengadilan Agama menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak mengatur
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mengenal pembuktian status anak, hakim mengambil dasar pemutusan perkara dari
Kompilasi Hukum Islam serta Ilmu Fiqih, dan hakim memutuskan bahwa anak
tersebut bukan anak sah pemohon. Termohon mengajukan akta kelahiran sebagai
barang bukti dalam gugatan rekonpensi, namun akta kelahiran tersebut belum
menjadi alat bukti yang lengkap. Akta kelahiran bukan merupakan alat bukti yang
mutlak sehingga akta kelahiran sebagai alat bukti dapat diingkari apabila dapat
dibuktikan sebaliknva. Perkembangan dan sidang pengadilan agama, termohon
melakukan pengakuan secara diam-diam mengenai tuduhan tentang status anak
tersebut vang menyebabkan tidak perlu dilaksanakan sumpah Li’an.

Konsekuensi yuridis putusan hakim berkenaan dengan hal keputusan hakim di
lingkungan Peradilan Agama terhadap gugatan rekonpensi meliputi persoalan bentuk
keputusan Peradilan Agama, ikatan batiniah hakim memutus perkara, keputusan
berdasarkan alasan yang cukup, otentikasi, keputusan dan ketetapan yang dapat
dijalankan terlebih dahulu. Putusan hakim mengenai perkara cerai talak pada kasus
ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai
kekuatan eksekutorial, karena bersifat menghukum para pihak. Oleh karena itu para
pihak wajib mentaati dan melaksanakan secara sukarela terhadap isi putusan dan
terikat secara hukum untuk melaksanakan hasil keputusan yang telah dijatuhkan
hakim. Kelalaian dalam melaksanakan keputusan hakim tersebut mengakibatkan
akibat hukum tersendiri bagi para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah
duitetapkan.

Konsekuensi yuridis lain ialah dengan dikabulkannya gugatan rekonpensi oleh
hakim, maka perceraian dapat dilaksanakan saat itu juga karena apabila istri juga
mengajukan perceraian atas suaminya, tidak perlu menuggu sampai batas enam bulan
untuk pengucapan i1krar talak. Kenyataan ini juga menjadi perbedaan antara
pengadilan negeri dan pengadilan agama, vyaitu pengadilan negeri tidak
memperbolehkan adanya permohonan dan gugatan vang sama dalam konpensi dan

rekonpensi, sedangkan pengadilan agama memungkinkan terjadi permohonan dan
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gugatan yang sama dalam konpensi maupun rekonpensi karena akibat hukumnya
berbeda.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan
adalah i1katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah keluarga dalam membina perkawinan selalu dimungkinkan terjadinya
perbedaan pendapat atau pertengkaran selalu terbuka dan kadang-kadang hal ini
menjadi penyebab perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan
perkawinan antara suami istri vang dilakukan dengan putusan hakim di pengadilan
atau tuntutan salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri. Hal ini seperti
yang dikatakan oleh R. Subekti (1995:12) dalam bukunya Pokok-pokok Hukum
Perdata sebagai berikut.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu atau
singkatnya putusnya hubungan perkawinan antara suami istri baik melalui
keputusan hakim atau tuntutan salah satu pithak dengan menimbulkan akibat
hukum tertentup.

Perceraian dalam pelaksanaannya telah dikenal berbagai macam antara lain yang
disebut dengan cerai talak, cerai gugat, dan cerai karena alasan zina. Khusus dalam
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dengan Perkara Nomor
201/Pdt.G/1998/PA Pas yang dikaji dalam skripsi ini diawali dengan permohonan
cerai talak suami atas istrinya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam
skripsi ini.

Cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang dibenarkan Hukum Islam
untuk memutuskan akad nikah antara suami istri. llmu figih telah mengkaji
perceraian tersebut dalam hadist yang dinwayatkan oleh Abu Bakar Daud dan Ibnu

Majah (Harahap, 1990:230) menyebutkan “Talak berarti melepaskan ikatan yaitu
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melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak
kepada 1strinya dengan kata-kata yang jelas atau shohih ataupun dengan kata-kata
sindiran atau khinayah.”

Harahap (1990:49) menyatakan sebagai berikut.

Pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami, terlebih dahulu
harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan sebagaimana hukum
formal dalam Pengadilan Agama. Persengketaan tersebut sudah menjadi
“perkara” di sidang Pengadilan Agama apabila permohonan tersebut di atas
telah dilakukan. Kelanjutan dari permohonan tersebut pengadilan akan
memeriksa perkara yang telah menjadi kewenangan pengadilan, namun
pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan padanya, hal
ini sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 7 tahun 1989. Pemeriksaan
terhadap perkara vyang diajukan maka Pengadilan Agama harus
mengutamakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebab
bagaimanapun adilnya suatu putusan, akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil
perdamaian. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan adalah merupakan
salah satu asas Pengadilan Agama yaitu asas wajib mendamaikan.

Pasal 70 jo pasal 84 (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menugaskan hakim
untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara
perceraian, usaha perdamaian sebagaimana telah disampaikan oleh penulis
sebelumnya meliputi proses persidangan. Uraian tersebut sepenuhnya berlaku pada
masalah gugatan rekonpensi.

Gugatan Rekonpensi 1alah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap
penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Mertokusumo,
1998:99). Gugatan Rekonpensi ini menjadi topik dalam skripsi ini, karena sangat
menarik untuk diketahui dan dipelajari yakni gugatan rekonpensi yang terdapat dalam
permohonan cerai talak pada perkara perdata nomor 201/Pdt.G/1998/PA Pas.

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 201/Pdt.G/1998/PA Pas.
menyebutkan bahwa pihak termohon (Nur Rokhmah binti Ibrahim) mengajukan
gugatan rekonpensi pada pemohon yang merupakan suaminya (Rofig bin Salam).

Proses gugatan konpensi dan rekonpensi selengkapnya akan disampaikan pada bagian

selanjutnya dalam skripsi menimbulkan berbagai persoalan yang merupakan akibat
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dari perceraian tersebut. Persoalan tersebut di antaranya adalah masalah pembuktian
status anak hasil perkawinan mereka.

Supramono (1993:23) menyatakan sebagai berikut.

Status anak mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap penyelesaian
suatu perkara cerai talak. Pentingnya kedudukan anak setelah perceraian
meliputi antara hak pemeliharaan, perwalian, hak untuk memben nafkah.
Masalah anak ini biasanya menjadi pusat permasalahan yang pelik dalam
proses perceraian ataupun sesudah perceraian. Akan tetapi masalah
pembuktian status anak ini belum terdapat dalam Hukum Acara Peradilan
Agama, sehingga hakim wajib mencari dasar hukum yang mendasari masalah
tersebut.

Penolakan termohon bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri mempunyai
pengaruh dalam perkembangan kehidupan yang cukup besar pada diri si anak dan
sekaligus kewajiban termohon (ayah anak tersebut). Kondisi seperti ini peranan
hakim sangat diharapkan karena masalah pembuktian status anak 1ni sangatlah
penting (crusial) mengingat pengaruh pada si anak diri anak pada masa yang akan
datang. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji
dalam skripsi ini mengenai masalah pembuktian status anak dalam gugatan
rekonpensi oleh pemohon.

Keputusan hakim mengenai suatu perkara, dalam hal im hakim harus
mempertimbangkan dan menganalisa kasus tersebut secara teliti, cermat dan sesuai
dengan yuridis normatif yang telah ada. Timbulnya hak dan kewajiban tersebut
memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak karena apabila hal tersebut tidak
dyjalankan atau dilalatkan memuiliki akibat hukum tersendiri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi
yang berjudul KONSEKUENSI YURIDIS GUGATAN REKONPENSI DALAM
PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No.

201/Pdt.G/1998/PA Pas Pengadilan Agama Pasuruan).
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahannya dapat penulis
rumuskan sebagai berikut :
1. bagaimanakah pembuktian status anak dalam gugatan rekonpensi Putusan Perkara
No. 201/Pdt.G/1998/PA Pas. oleh termohon ?

2

bagaimanakah konsekuensi yuridis putusan hakim terhadap gugatan rekonpensi
Putusan Perkara No. 201/Pdt.G/1998/PA Pas. oleh termohon ?

1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai meliputi :

1. untuk mengetahui pembuktian status anak dalam gugatan rekonpensi Putusan
Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA Pas. oleh termohon;

)

untuk mengetahui konsekuensi yuridis putusan hakim terhadap gugatan

rekonpensi Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA Pas. oleh termohon.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan,
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah
tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan mengenali,
mengolah dan merumuskan suatu data sehingga menyelesaikan suatu permasalahan.
Metode 1lmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh
pertimbangan-pertimbangan yang logis (M. Nizar, 1988:44).

Pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan skripsi ini, maka
penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :
14.1 Pendekatan Masalah

Menurut pandangan dari sudut pengertian hukum, pendekatan masalah

dapat dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif.
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Pendekatan vyuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum
doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama
yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:24). Penggunaan
metodologi ini, dalam rangka memperoleh data penulis berusaha mengkaji
bahan-bahan pustaka yang berupa pendapat para ahli hukum dan tulisan
ilmiah, produk peraturan perundang-undangan tentang gugat rekonpensi dan

status anak dalam gugatan rekonpensi pada perkara cerai talak.

1.42  Sumber Data

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang diperoleh dari
bahan pustaka. Sumber data sekunder vaitu sumber data tertulis yang diperoleh
dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-
undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro,
1990:20).

Menurut Soemitro (1990:11) sumber data sekunder yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif
baik yang bersifat materiil maupun formal yang mengatur masalah
gugatan rekonpensi pada perkara cerai talak;

b. bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para
ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa
artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

1.4.3 Analisa Data
Analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif, suatu cara
memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dengan data-data yang diperoleh (Soemitro, 1990:138).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Gugatan Rekonpensi pada permohonan Cerai Talak
Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 201/Pdt.G/1998/PA Pas yang

menjadi bahan kajian dalam skripsi ini tentang cerai talak suatu perkawinan yang

diikuti oleh gugatan rekonpensi.

Perkara cerai talak yang diajukan dalam konpensi oleh pemohon (Rofi’i bin
Salam, umur 24 tahun, Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pedok,
R.T. 01/R.W. 04, Desa Prodo, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan) dalam positanya,
mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga yang dilalui bersama istrinya
(Nur Rohmah,umur 27 tahun, Islam tinggal di Dusun Bandaran, R.T. 01/R.W. 02,
Desa Bandaran Kec. Winongan Kab. Pasuruan) tidak dapat dipertahankan lagi.
Alasan vang dijadikan dasar perceraian adalah perkawinan yang mereka
laksanakan tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah
karena dari pihak pemohon meragukan tentang status anak yang bernama
Rokhmad Rokhim adalah darah daging pemohon. Dasar pertimbangan yang
dipergunakan adalah perhitungan jarak antara terakhir melakukan hubungan
dengan kelahiran anak tersebut dan pemohon bersedia untuk melakukan sumpah
Li’an.

Termohon dalam hal ini mengajukan gugatan rekonpensi yang isinya
memohon perceraiani dengan alasan termohon rekonpensi tidak bertanggung
jawab sebagai suami maupun sebagai ayah, dan pemohon rekonpensi menolak
tuntutan  keraguan tentang status anak yang dilahirkan tersebut dengan
menyodorkan akta kelahiran sah sebagai barang bukti dan keduanya juga
mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai bukti pendukung serta bukti
lain yang dapat dilihat dalam lampiran.

Pengadilan Agama Pasuruan dalam menangani perkara tersebut sudah
melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, namun kedua belah pihak tidak

dapat didamaikan. Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan dengan

83 oIpustakaan
Fite f G AVERSLIAS JEMDER f

——

——
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menggunakan berbagai sumber hukum yang ada di antaranya adalah Kompilasi
Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 1974, Sumber Hukum Islam
dari Figih, Rbg, H1.R, Undang Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 1975, dsb. Berdasarkan alat bukti yang ada berupa akta kelahiran sang
anak, saksi-saksi, serta pengakuan dari kedua belah pihak hakim mengeluarkan
putusannya dengan No 201/Pdt.G/1998/PA Pas.

Hakim dalam putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan
pemohon dalam konpensi dan mengabulkan gugatan termohon dalam rekonpensi
untuk sebagian, karena gugatan penggugat rekonpensi tidak dibantah
kebenarannya oleh tergugat rekonpensi maka dianggap mengaku kebenaran dalil-
dalil gugatan penggugat rekonpensi sehingga menurut hukum gugatan penggugat
rekonpensi telah terbukti seluruhnya, oleh karena itu harus dikabulkan. Putusan
tersebut berdasarkan pasal 39(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal
19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama juga memutuskan bahwa status anak
yang lahir tersebut (Rokhmad Rokhim) adalah bukan darah daging pemohon
karena Pengadilan meninjau dari segi Hukum Figih Islam yang mengacu pada
pertimbangan jika sang anak lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan
maka anak tersebut bukan darah dagingnya kecuali dia mengakuinya secara
sukarela dan dilakukan menurut kepatutan dalam Islam.

Is1 daripada putusan No. 201/Pdt.G/1998/PA Pas adalah :

Dalam konpensi:

1. mengabulkan permohonan pemohon;

2. memben izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam rekonpensi:

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi untuk
sebagian;

2. menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi
mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan, hadhonah, dan maskan
tidak dapat diterima;
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3. menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar
mut’ah sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
kepada penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi;

4. menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk embayar
nafkah madlivah sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
kepada penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi.

Dalam konpensi dan rekonpensi, menghukum pemohon konpensi/tergugat
rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 76.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pemohon telah sanggup melakukan sumpah Li’an tidak dilaksanakan dengan
alasan termohon telah mengakui secara diam-diam terhadap apa yang dinyatakan
oleh pemohon. Keputusan tersebut sampai dengan dikeluarkannya penetapan oleh
pengadilan agama tidak terdapat upaya hukum lain sehingga memiliki kekuatan
hukum tetap.

Berdasarkan pada putusan yang berkaitan dengan kewajiban bekas suami
kepada istrinya jika terjadi perceraian, meskipun tergugat rekonpensi keberatan,
pengadilan dapat menentukan besarnya itu kepada penggugat rekonpensi (pasal 41
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) serta dengan pertimbangan sesuai
dengan penghasilan tergugat rekonpensi harus membayar Mut’ah dengan
pertimbangan menurut hukum besarnya Mut’ah adalah sesuai dengan kepatutan
dan kemampuan suami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam).

Tuntutan penggugat rekonpensi tentang Nafkah Madliyah (masa lalu) selama
enam bulan patut dipertimbangkan, karena walaupun antara penggugat rekonpensi
dan tergugat rekonpensi belum pemah melakukan hubungan suami istri
(qobladukhul) dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menghalangi untuk
menenima sebagian hak-haknya sebagai istri (pasal 149 huruf a dan b Kompilasi
Hukum Islam) dan juga istni dinilai taat sehingga tergugat rekonpensi sebagai
suami wajib memberi nafkah kepada penggugat rekonpensi. Pernyataan ini sesuai
dengan dalil Syar’i dalam Kitab Al Muhadzzab Juz 1I hal 175. Gugatan
rekonpensi hutang nafkah yang lalu (nafkah selama pisah) dapat dipertimbangkan
dengan mengingat pada pasal 34 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Nafkah Iddah,
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Kiswah, dan Maskan tidak dipertimbangkan karena antara tergugat rekonpensi
dan penggugat rekonpensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri

(qobladuhul) sehingga tidak ada masa tunggu (iddah).

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum atau Landasan Yuridis dalam skripsi yang berjudul konsekuensi
yuridis gugatan rekonpensi dalam permohonan cerai talak (studi kasus Perkara
Perdata Nomor 201/Pdt.G/1998/PA. Pas) adalah Undang-Undang Nomor | tahun
1974 tentang Perkawinan, pasal 66 — 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,
pasal 14 — 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, BAB XVI pasal 113 -
148 Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum lain yang relevan seperti Kitab
Fiqih.dsb.

2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Pengertian dan Tata Cara Pengajuan Gugat Rekonpensi

Gugat Rekonpensi ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap
penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Mertokusumo |,
1998:99).

Gugatan Rekonpensi didefinisikan juga sebagai gugat intervensi. Gugatan ini
dikenal dengan gugatan balik. Pengertian gugatan balik 1alah gugatan yang
diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam rekonpensi) dalam sengketa yang
sedang berjalan diantara mereka. (Abdul M, 1996:72).

Adapun tujuan dari gugatan rekonpensi (Mertokusumo,1998:101) adalah :

a. menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;

b. mempermudah prosedur;

c¢. menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya;
d. menetralisir tuntutan konpensi;

e. acara pembuktian, mempersingkat atau menyederhanakan;

f. menghemat biaya.
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Alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan gugat rekonpensi dalam

perkara cerai talak menurut Harahap (1990:240-241) didasarkan atas :

Perkara gugat ceral sama persis dengan gugat contentiosa

Sekalipun pasal 66 ayat 1 menyatakan gugat cerai bersifat
permohonan, sehingga seolah-olah bersifat valunter, tetapi pasal 66 ayat
2 yang dipertegas kemudian oleh pasal 67 huruf a kedudukan istri adalah
sebagai “termohon” dalam pengertian “aktif”. Istri sebagai pihak
termohon tak ada bedanya dengan pihak tergugat. Istri bukan objek.
Tetapi subjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam
proses perkara perdata biasa. Istri berhak membela dan mempertahankan
haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak. Itulah sebabnya jalan
pemeriksaan persidangan bersifat * contradictoir” atau “optegenspraak’”.
Saling berhak mengajukan replik-duplik. Saling berhak mengajukan alat
pembuktian.

. Kepada istri sebagai termohon diberi hak mengajukan upaya  hukum

banding

Alasan kedua yang memperkokoh alasan pertama pasal 70 ayat 2
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diberi hak penuh oleh Undang-
Undang untuk mengajukan upaya hukum banding. Hal itu memberi
isyarat bahwa perkara permohonan cerai talak adalah bersifat
“contentiosa” atau bersifat sengketa yang mengakui kedudukan hak
kedudukan keperdataan istri sebagai termohon adalah sebagai “pihak™
berhadapan dengan suami sebagai pihak pemohon. Berarti mereka berada
dalam posisi yang sebagai pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara
contentiosa.

Analisa hukum yang dikemukakan di atas sangat relevan, membenarkan

tentang gugat rekonpensi dalam perkara cerai talak, asalkan gugatan yang

diajukan benar-benar merupakan gugat beralasan yang berkisar pada masalah

penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Misalnya, suam

mengajukan permohonan cerai talak murni tidak digabungkan sekaligus dengan

masalah penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Kasus yang

seperti itu sangat relevan sekali istri mengajukan gugat rekonpensi tentang

penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Gugat Rekonpensi yang

seimacam itu menurut Harahap (1990:241) benar-benar :

a.

b.

mempunyai  jalinan  hubungan vyang erat atau  “innerlijke
samenhangen”antara gugat konpensi dan rekonpensi;

sekaligus dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari akibat
gugat cerai talak apabila permohonan cerai talak dikabulkan;
mempersingkat proses pemeriksaan perkara karena dalam satu proses yang
sama dapat diselesaikan seluruh sengketa;
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d. memperingan biaya perkara sebab dengan gugat rekonpensi istri tidak

dibebani membayar biaya perkara;

e. menghemat waktu, sebab gugat harta bersama tidak perlu lagi diajukan

nanti setelah penetapan cerai talak berkekuatan hukum tetap.

Tata cara mengajukan gugat rekonpensi memang masih sering terjadi
perbedaan pendapat. Seolah-olah lain hakim lain pendapatnya, ada yang
berpendirian sempit, mereka membatasi kebolehan pengajuan gugat rekonpensi
terbatas hanya pada saat jawaban pertama. Harahap (1990:242-243) menyatakan
sebagai berikut.

Pendirian yang semacam itu dapat dilihat dalam putuisan MA tanggal 26
April 1979 No. 436K/Sip/1975, dimana dalam putusan ini gugatan
rekonpensi dinyatakan tidak diterima atas alasan pertimbangan yang
berbunyi “ Karena gugatan rekonpensi baru diajukan pada jawaban tertulis
kedua, gugatan rekonpensi tersebut adalah terlambat “.Putusan MA No
329 K/SIP/1968 menegaskan “ Gugatan Rekonpensi dapat diajukan
selama masih berlangsung jawab menjawab karena dalam pasal 158 RBg
atau 132 HIR hanya disebut “jawaban” saja dan misalnya duplikpun
merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama.

Gugatan Rekonpnsi juga disampaikan secara lesan dan hal itu terjadi apabila
hakim berhadapan dengan tergugat yang kurang mampu yang kemungkinan besar
terjadi di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu hakim harus menerima
dengan cara mencatatnya secara rinci dalam berita acara sidang. Gugatan
rekonpensi vang diajukan secara lesan supaya lebih jelas. hakim boleh
memformulasinya dalam acara dan dalam putusan. Prinsip yang digunakan adalah
gugatan rekonpensi yang berdiri sendiri yang tidak berkaitan dengan gugatan
konpensi tidak dapat diterima. Penegasan seperti itu terlthat dalam Putusan MA
No 1075 K/SIP/1973.

Menurut ketentuan pasal 132 a HIR/pasal 157 RBg terhadap setiap gugatan,
tergugat dapat mengajukan rekonpensi kecuali dalam tiga hal, yaitu :

1. Penggugat dalam kualitas yang berbeda
Rekonpensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu
kualitas, sedangkan rekonpensi ditujukan kepada diri penggugat pribadi dan
sebaliknya.
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2. Pengadilan yang memeriksa konpensi tidak berhak memeriksa rekonpensi
Gugatan rekonpensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak
mempunyal wewenang secara mutlak baik kewenangan relatif maupun

kewenangan absolut.

'

Perkara mengenai pelaksanaan putusan

Rekonpensi tidak dilakukan apabila mengenai perkara pelaksanaan

putusan hakim. Hal ini tidak lagi menyangkut penetapan hak karena
perkaranya sudah diputus dan hanya tinggal pelaksanaan hak sebagaimana
yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut. Rekonpensi itu masih dalam
penetapan hak oleh karena itu rekonpensi atas pelaksanaan putusan harus
ditolak.
Gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama
yang diajukan oleh tergugat baik tertulis maupun lisan sebagaimana disebut dalam
pasal 132 b (c) HIR dan pasal 158 (1) RBg. Gugatan konpensi dan rekonpensi
diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan. Menurut Wiryono
Prodjodikoro, gugatan rekonpensi masih dapat diajukan dalam acara jawab
menjawab dan sebelum acara pembuktian.

Gugatan rekonpensi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apabila dalam
\ingkat pertama tidak diajukan (pasal 132 a (2) HIR dan pasal 157 (2) RBg).
Proses pemeriksaan persidangan rekonpensi adalah sebagai berikut :

a. jika perkara berhubungan erat;
b. jika perkara tidak berhubungan erat,
¢. putusan konpensi dan rekonpensi.

Terhadap asas bahwa tuntutan rekonpensi dapat meliputi segala hal ada

pengecualian (pasal 132 a (1) no. 1,2,3 HIR, 157,158 RBg) :
a. bila penggugat dalam konpensi bertindak karena suatu kualitas tertentu sedang
tuntutan rekonpensi akan mengenai din penggugat pribadi atau sebaliknya.
Misalnya bila penggugat bertindak sebagai pihak formil (asli) maka tuntutan
rekonpensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara pribadi, bila
penggugat bertindak sebagai pemberes ( Vereffenaar ) suatu perseroan maka
tuntutan rekonpensi tidak boleh mengenai penggugat secara pribadi;
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b. bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat rekonpensi tidak wenang
memeriksa gugat rekonpensi:

¢. dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan.

Syarat-syarat gugatan rekonpensi menurut Mertokusumo dalam buku Hukum
Acara Perdata Indonesia adalah:

1. diajukan bersama-sama dengan jawaban;

2. dapat diajukan selama masih tetap dalam jawab menjawab sebelum tahap
pembuktian,;

3. diajukan terhadap penggugat in persona (bukan pada kuasanya) atau dalam

kualitas atau dalam kedudukan yang sama dalam perkara itu;

gugatan rekonpensi tersebut masih dalam lingkup Pengadilan Agama;

gugatan Rekonpensi bukan mengenai pelaksanaan putusan;

substansi dari gugatan rekonpensi harus didasarkan pada alasan-alasan

vang tepat,

7. apabila nilai yang diajukan dapat gugatan rekonpensi terlalu besar, maka
akan diadakan penawaran. Dan apabila setelah munculnya gugatan
rekonpensi pada suatu perkara perdata dalam jangka waktu tertentu tidak
ditanggapi ataupun dijawab, maka gugatan tidak diteruskan atau ditutup.
Solusi terakhir adalah keputusan hakim dengan pertimbangan kelayakan.

o n e

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menghindari penundaan sidang atas
permintaan dari para pihak yang merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ulur
waktu atau secara ex officio tanpa adanya alasan yang sangat mendesak
(volstrekte noodzakelijkeheid). Pasal 159 ayat 4 HIR. pasal 186 ayat 4 RBg.

2.3.2 Pengertian dan Alasan-alasan Perceraian
Pengertian Perceraian

Perceraian dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata ialah penghapusan
perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam
perkawinan itu. ( Subekti, 1995:42)

Pengkajian Figih yang bersumber dari hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu
Majjah (Harahap,1990:230) menyebutkan “talak berarti melepaskan ikatan yaitu
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melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak
kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau shorih ataupun dengan kata-kata
sindiran atau kinayah”.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak ialah ikrar suami di
hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131 Kompilasi
Hukum Islam.Perceraian atau cerai secara Islam berarti juga talak.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan
perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan setelah di depan Pengadilan Agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian perceraian di atas, perceraian hanyalah merupakan
salah satu bentuk atau cara pemutusan perkawinan, karena dalam Undang-undang
yang telah ada, istilah perceraian tidak diterangkan secara jelas, bahkan asas
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mempersulit perceraian. Kenyataan
ini tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian merupakan salah satu fenomena
kehidupan yang banyak dialami masyarakat walaupun tidaklah semua orangan
ingin menghendakinya.

Definisi-definisi para ahli tersebut diatas, tampak keinginan bahwa talak akan
diterjemahkan menjadi “perceraian” sedangkan bentuk perceraian lainnya, seperti
fasakh atau syiqoq akan dimasukkan kebawah bentuk “atas keputusan
pengadilan” tetapi karena perubahan ini merupakan konsensus dan konsensus
tidak berhasil disosialisasikan dengan baik, maka keinginan para ahli tersebut

belum terealisasikan.

Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian seperti yang
termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ialah :
1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
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salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung;

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akaibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

_ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan :

suami melanggar taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelal
pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada
masa yang akan datang, pasal 1 (e) Kompilasi Hukum Islam ;

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan

dalam rumah tangga;

2.3.3 Tata Cara dan Pembuktian Pemeriksaan Perkara Cerai Talak

Permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 — 72 Undang Undang Nomor 7

tahun 1989, pasal 14 — 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, BAB XV1

pasal 113 — 148 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum acara khusus, dan juga
BAB IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.

Cerai Talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam

memutuskan akad nikah antara suami istri yang dalam hal ini, suami yang

menalak istri dengan maksud untuk menceraikannya.

Khusus mengenai perkara perceraian, pembuktiannya dilakukan sesuai dengan

alasan cerai yang dikemukakan (Hamid, 1996:119).
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Secara umum, pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat,
saksi, ahli, sumpah vang kesemuanya itu tidak perlu apabila termohon mengakui

kebenaran permohonan atau gugatan (Hamid, 1996: 120).

Pembuktian pemeriksaan perkara cerai talak.

Pembuktian dalam Hukum Acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam
arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa
perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan. (Sudikno, 1998:109).

Pembuktian Pemeriksaan Perkara Cerai Talak
Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di

daftarkan di Kepaniteraan (pasal 68 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989).

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan

terhadap saksi-saksi ( pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

penjelasannya). Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan
ditetapkan :

1. selambat-lambatnya tiga puluh hari, yaitu jika dalam keadaan normal, di mana
para pihak ada dalam satu wilayah Hukum Pengadilan Agama yang
bersangkutan (pasal 68 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975),

2. sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon tidak diketahui
tempat kediamannya di Indonesia, dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
yaitu apabila termohon bertempat tinggal atau kediaman di luar negeri (pasal
27, pasal 29 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975), menurut kebijaksanaan
hakim, yaitu dalam hal-hal yang lain diluar yang telah diatur tersebut diatas,
hakim dalam menetapkan waktu dalam mengadakan sidang perceraian perlu
diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut
oleh pemohon maupun termohon atau kuasa mereka (pasal 29 (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu
permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil
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menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).
Pelaksanaan sidang pada sidang pemeriksaan perceraian, suami dan istri datang
sendini atau diwakilkan kepada kuasanya tidak mengurangi kewenangan hakim
untuk mendengar langsung dari yang bersangkutan (Asas Oral Debat pasal 30
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Upaya selanjutnya dilakukan
komulasi perkara dan upaya perdamaian, apabila tercapai perdamaian maka harus
dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian, melainkan dibuat “penetapan™
yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali
perkaranya, menyatakan perkara tersebut telah dicabut dan di coret dari Register
Induk Perkara yang bersangkuan, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak
(suami, istri) masih terikat dalam perkawinan. Jika upaya perdamaian yang
dilakukan tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang
dalam skripsi ini pembuktian dalam perkara perceraian (cerai talak).

Hukum Pembuktian dalam perkara cerai talak diatur secara khusus dengan
melihat secara rinci alasan-alasan cerai talak itu sendiri Muktiarto(1996:210-212)
yaitu sebagai berikut :

1. alasan cerai karena istri berbuat zina

jika pemohon tidak dapat melengkapi bukti-bukti dengan 4
orang saksi dan pihak istri menyangkal tuduhan tersebut, dan hakim
berpendapat bahwa permohonan tersebut bukan tiada pembuktian
sama sekali serta peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh
baik dari suami maupun dari istri, maka :

a. hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon untuk

bersumpah;

b. pihak termohon (istri) diberi kesempatan pula untuk
meneguhkan sanggahannya dengan sumpabh;

c. penyelesaian yang semacam ini dilakukan dengan cara
Li’an (sumpah yang diucapkan antara suami atau istri yang
menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya
pasal 87, 88 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989).

Jika pihak termohon mengakui tuduhan pemohon, maka hakim
harus meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut dan
bilamana perlu dengan saksi-saksi atau dengan alat bukti lainnya
untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perceraian;

2. alasan cerai karena istri menjadi pemabok, madat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan, maka pembuktian dilakukan
dengan alat bukti menurut pembuktian dalam hukum acara perdata;
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_alasan cerai karena istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-

turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya, diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975;

. alasan cerai karena istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. yaitu
pemohon cukup menyampaikan putusan pengadilan dengan disertai
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (pasal 23 Peraturan Pemeriontah Nomor 9
tahun 1975 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

_ alasan cerai karena istri melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan suami, pembuktian dilakukan menurut
hukum pembuktian dalam perkara perdata biasa;

. alasan cerai talak karena istri mendapat cacat badan/ penyakit dengan

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dengan cara :

a. pengakuan dari istri dimuka sidang dengan menunjukkan
adanya cacat atau penyakit secara nyat kepada hakim

b. keterangan saksi-sksi vang dapat memberikan keyakinan
kepada hakim atau bila perlu dengan saksi ahli

c. memerintahkan kpada termohon untuk memeriksakan
diri ke dokter (pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989);

. alasan perceraian karena antara suami istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi
dalam rumah tangga (pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), sebagai
berikut :

a.  syiqoq, persilisihan tajam antara suami istri;

b. hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan
pertengkaran serta bagaimana bentuk perslisihan dan
pertengkaran itu;

¢. hakim harus meneliti, sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran; '

d. hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan
pertengkaran apakah mempengaruhi hal prinsipil bag
keutuhan rumah tangga,

e.  hakim harus mendengarkan saksi-saksi;

f  setelah mendengar saksi-saksi, hakim boleh mengangkat
satu atau lebih anggota keluarga untuk dijadikan Hakam
(fakultatif);

g.  hakim mengangkat Hakam di bawah sumpah, kemudian
mendeskripsikan tugas-tugas Hakam. Hakam melaporkan
hasil tugas kepada hakim dimuka sidang;

h. perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai :

1) sebab perselisihan dan pertengkaran;
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2) sifat dan Dbentuk serta kadar perselisthan dan
pertengkaran;

3) tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam
rumahtangga;

8 alasan cerai karena istri murtad, dibuktikan dengan pengakuan istri,
saksi-saksi dan atau alat bukti tertulis;

9. undang-undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan
melainkan harus dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan secara
limitif dalam undang-undang vang kemudian diambil putusan, biaya
perkara, sidang penyaksian ikrar talak dan terakhir pengiriman
salinan penetapan.

Umumnya, proses pemeriksaan atau tahap-tahap pemeriksaan perkara cerai

talak di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata,

setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para

pihak yang bersengketa.
2.3.4 Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak

Sebelum membahas mengenai hak-hak istri akibat perceraian talak, akan

dibahas terlebih dahulu mengenahi pengertian istilah-istilah yang digunakan

dalam skripsi ini berkaitan dengan hak-hak istri akibat cerai talak. Di antaranya
adalah :

).

|8 )

syirkah (harta kekayaan dalam perkawinan), yaitu harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun (pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam;

nafkah madhiyah disebut juga nafkah terutang yang harus diberikan oleh
suami kepada istri (pasal 149(a dan b) Kompilasi Hukum Islam);

hadhonah (pemeliharaan anak) ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendin (pasal 1(g)
Kompilasi Hukum Islam);

nafkah mut’ah ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak
berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 1(j) Kompilasi Hukum Islam):
qobla addukhul ialah suami istri yang belum atau tidak pemmah melakukan
hubungan intim setelah menikah (pasal 149(a) Kompilasi Hukum Islam):
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6. kiswah ialah pemberian yang dilakukan suami kepada istri berkaitan dengan
pakaian, kosmetik dan perhiasan;

7. maskan ialah hadiah yang diberikan suami kepada istri:

8. nafakah ialah biaya hidup vang diberikan oleh suami kepada istri sebagai
wujud tanggung jawab suami (kebutuhan hidup sehari-hari) (pasal 1
Kompilasi Hukum Islam).

Hak-hak istri setelah putusan cerai talak ditentukan bahwa walaupun antara
pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla
addukhul) dalam hal ini tidak menuntut kemungkinan menghalangi untuk
menerima sebagian hak-haknya sebagai istri, karena dalam perkara tersebut,
pemohon yang pergi meninggalkan termohon, sedangkan termohon sebenarnya
masih siap dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri seperti yang telah
dijelaskan dalam fakta.

Hak-hak istri setelah putusnya ceri talak terdapat dalam pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam :

1. memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau
benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Addukhul;

2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan
tidak hamil;

3. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau sebagian apabila qobla
addukhul (jika ada);

4. memberikan biaya hadhonah, untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun.

Selain hal-hal di atas, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia

nusyuz.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Status Anak dalam Gugatan Rekonpensi Oleh Termohon

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 selain mengatur tentang susunan dan
kekuasaan Peradilan Agama di dalamnya juga mengatur tentang hukum acaranya
vang diletakkan pada ketentuan BAB IV yang terdin dari 37 pasal. Masalah
pembuktian juga merupakan bagian dart Hukum Acara, akan tetapi Hukum Acara
Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menampakkan
hubungan hukum dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR dan R.Bg. Hubungan
kedua hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagai
hukum khusus (lex specialis) sedangkan HIR dan R.Bg sebagai Hukum Umum
(lex generalis).

Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Peradilan
Agama hanya ada lima hal dan semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut
terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan  menurut (Supramono
1993:54) meliputi :

1. pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70);

2. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu
pihak mendapat pidana penjara (pasal 74);

3. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 75);

4. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigaq
(pasal 76),

5. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina
(pasal 87).

Pembuktian yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ada tiga
pembuktian yang tidak diatur di dalamnya. Menurut Supramono (1993:72-73)
ialah kasus manajemen pembukﬁan dalam gugatan pembagian harta bersama,
pembuktian dalam permohonan status anak (sah atau tidaknya seorang anak).
pembuktian dalam permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan

dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
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Pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada masalah tentang sah atau tidaknya
seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 44 Undang-
Undang Perkawinan menyebutkan :

a. seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina
dan anak itu akibat dari perzinahan;

b. pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, putusan
perkara No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, dalam salah
satu petitum permohonan pemohon, pemohon mengingkari tentang lahimya
seorang anak (Rokhmad Rokhim,4 bulan) dari istrinya yang disebut sebagai
termohon. Pemohon mengemukakan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah
darah dagingnya walaupun dalam akta kelahiran yang sah menyatakan bahwa
anak tersebut adalah anaknya. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat
argumennya tersebut pemohon bersedia melakukan sumpah Li’an, sementara itu
mendasarkan pada permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan gugatan
balik atau melakukan rekonpensi dengan mengajukan alat bukti berupa akta
kelahiran. Akta kelahiran tersebut merupakan akta kelahiran sah sang anak serta
mengajukan nafkah hadhonah untuk sang anak dan biaya ganti rugi melahirkan.

Lingkungan di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sumpah Lian
merupakan pembuktian yang kuat. Suami diperbolehkan Undang-Undang untuk
menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya dengan mengajukan
permohonan agar pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak
yang dilahirkan tersebut. Alasan penyangkalan karena istri telah berbuat zina
sehingga melahirkan anak yang tidak diinginkan berdasarkan pada pasal 44
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dibuktikan dengan sumpah.

Pengertian mengenai sumpah Li’an dikemukakan oleh Supramono (1993:60)
sebagai berikut:

sumpah Li’an merupakan sumpah yang dilakukan dengan nama Allah
sebanyak lima kali. Empat kali bersumpah bahwa yang telah dituduh
benar, kemudian sumpah yang kelima ialah kutukan (laknat) Tuhan akan
menimpa kepadanya kalau ia berdusta. Namun pihak istri dapat terhindar
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danri hukuman itu apabila bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat
kali bahwa suaminya telah berdusta lalu diteruskan dengan sumpah kelima
bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya apabila yang dituduhkan
oleh suaminya ternyata benar.
Pasal 87 UU No 7 1989 menyatakan bahwa apabila suami yang bersumpah
caranya sama dengan Li’an, apabila isteri yang bersumpah caranya sama dengan
dalam hukum acara biasa.

Khusus mengenai perkara perceraian pembuktian dilakukan sesuai dengan
alasan cerai yang dikemukakan. Secara umum, pembuktian dapat
dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli, sumpah yang
kesemuanya tidak perlu dilakukan apabila termohon/tergugat mengakui
kebenaran permohonan/gugatan (A.T. Hamid, 1994:119).

Pembuktian mengenai status anak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 maka untuk pembuktian ini Pengadilan Agama telah mendatangkan
saksi-saksi dari kedua belah pihak, mempertimbangkan akta kelahiran si anak,
serta mendengarkan pengakuan dari pemohon. Dasar hukum yang dipergunakan
adalah sumber hukum Islam lain yang relevan seperti Kitab Figih atau sumber
hukum Islam lainnya. Jika sumber hukum Islam yang lain tidak memenuhi untuk
pengambilan putusan maka hakim menggunakan hukum pembuktian yang berlaku
di pengadilan negeri atau selain yang diatur dalam ketentuan formal juga dapat
menerapkan pembuktian yang terdapat dalam praktek pengadilan negeni (tersirat
dalam pasal 54 UU No 7 1989).

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai status anak dijelaskan dalam
pasal 99 dan pasal 101 dan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pada
pasal 42 43 dan 44. Berdasarkan pada aturan Islam tersebut status anak dapat
dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Fakta mengenai
perkara cerai talak yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa pemohon
dalam replik maupun re replik menyatakan keraguannya bahwa anak yang
bernama Rokhmad Rokhim disebutkan sebagai anak sah yang lahir dari hubungan
antara pemohon dengan termohon yang mendasarkan pada jarak terakhir
melakukan hubungan intim dengan usia kandungan yang dikandung termohon.
Pemohon berpendapat bahwa ada orang lan yang selain dia yang melakukan

hubungan intim juga dengan termohon.
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Pengingkaran status anak yang dilakukuan oleh pemohon merupakan
perbuatan yang sah menurut hukum dan merupakan hak dari suami yang dapat
kita rujuk pada pasal 101 Kompilasi Hukum Islam Buku I yang selengkapnya
berbunyi “’Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak
menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan Li'an”.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat dilakukan analisa hukum
tentang status anak dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Pertama-tama maka perlu didefinisikan mengenai pengertian anak sah. Pengertian
anak sah dapat ditemui pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 101-102
juga menuliskan tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak dan juga
mengingat pada ketentuan pasal 103 (ayat 1) yang menyatakan bahwa asal usul
anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain.

Perkara ini telah menjelaskan bahwa anak yang bernama Rokhmad Rokhim
adalah anak sah pemohon dan termohon yang telah dibuktikan dengan akta
kelahiran Nomor 562/111/1998. Analisa awalnya, harus mengikuti hukum
pembuktian yang berlaku, khususnya mengenai kekuatan pembuktian dari akta
otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat, namun kebenarannya dapat disangkal oleh pihak lain berdasarkan
dalil-dalil yang dibenarkan atau diterima oleh hukum atau selama dapat
dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian dari akta Muktiarto (1996:202) dapat dibedakan
menjadi 3 yaitu :

1. kekuatan pembuktian lahir
kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang
didasarkan atas keadaan lahir dari akta tersebut, maksudnya adalah bahwa
surat yang kelihatannya seperti akta harus diberlakukan sebagai akta dan
mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
2. kekuatan pembuktian formil i
kekuatan pembuktian formil berhubungan dengan pernyataan
“Benarkah ada pernyataan?”. Jadi kekuatan formil im didasarkan atas
benar atau tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan ini memberikan
kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang
berkepentingan telah menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat
didalam akta tersebut;
3. kekuatan pembuktian materiil
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Kekuatan pembuktian materiil ini memberikan kepastian tentang
materi atau akta artinya bahwa memberikan kepastian tentang pejabat atau
para pihak yang menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam
akta. Kekuatan pembuktian materiil disebut kekutan mengikat karena pada
hakekamya bertujuan menerangkan kedudukan para pihak pada
kedudukan yang teruraikan dalam akta.

Perkara Perdata yang terdapat pada putusan No 201/Pdt.G/1998/PA Pas
mengenai status anak yang bernama Rokhmad Rokhim yang dilahirkan oleh
termohon di dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa hakim menerima akta
kelahiran dari Rokhmad Rokhim sebagai barang bukti yang sah dan tidak
menyangkalnya. Hakim akan tetapi memutuskan bahwa anak tersebut bukan
merupakan anak sah dari termohon dengan menggunakan pertimbangan sumber
hukum Islam dari Kitab Al — Fighul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbati
Azzahiilii, hal 148 Juz 7 bahwa jika anak lahir kurang dari 6 bulan sejak akad
pernikahannya tersebut maka tidak ditetapkan nashabnya kecuali apabila sang
ayah mengakui bahwa anak itu adalah anaknya.

Ditinjau dari hukum pembuktian yang berdasarkan alat bukti yang ada yaitu
akta kelahiran, dapat diketahui bahwa akta kelahiran itu memang merupakan alat
bukti yang kuat akan tetapi bukan merupakan alat bukti yang mutlak. Jika ditinjau
dari kewenangan hakim Pengadilan Agama, hakim tidak dapat memutuskan
melebihi apa yang diminta oleh para pihak.

Pelaksanaan mengenai sumpah Li’an, hakim dapat memutuskan dilaksanakan
atau tidaknya sumpah Li’an berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut R.
Subekti (2000:56) menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian tersebut
pemohon tidak melakukan perlawanan seperti apa yang dituduhkan dalam arti
mengakui secara diam-diam, maka sumpah tersebut tidak perlu dilaksanakan

karena alasan untuk pengambilan keputusan sudah cukup.

3.2 Konsekuensi Yuridis Putusan Hakim terhadap Gugatan Rekonpensi.
Pembahasan  mengenai  keputusan  Peradilan Agama  bermaksud

mempermasalahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 57, 60, 61, 62
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dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Bentuk keputusan Peradilan

Agama dapat diketahui ketentuan pasal 57 ayat 2, pasal 59 ayat 2, pasal 60, pasal

61 pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

kemudian selain dari pada pasal-pasal yang disebut diatas masalah bentuk

keputusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 60.

Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang

dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdin dari penetapan dan putusan seperti
yang dikemukakan oleh Harahap (1990:339-347):

bentuk penetapan

menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
disebut dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara
“permohonan”. Jadi bentuk keputusan penetapan menyesuaikan din dengan
sifat gugat permohonan, gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya
dengan keputusan penetapan. Dengan kata lain, undang-undang menilai
keputusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan yang
lazim disebut “besicking” dalam arti luas. Tentang apa dan bagaimana yang
dimaksud dengan gugat yang bersifat permohonan, sudah dibahas pada bab
sebelumnya yang dijelaskan bahwa gugat permohonan adalah gugat yang
bersifat “valuntaire” dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya.
Cirinya merupakan gugat secara sepihak. Pihaknya hanya terdin dan
pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sekalipun
terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain tapi orang itu
bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam
gugat yang bersifat valunter hanya sebagai objek. Ciri yang lain tidak
ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan, tujuannya hanya untuk
menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Cin
selanjutnya petitum dan amar gugat permohonan bersifat deklarator.
Menganai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran
yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang
terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bemilai untuk din
pemohon. Dari sinilah muncul asas ketiga yaitu tidak mempunyai kekuatan
eksekutorial. Putusan penetapan tidak dapat diminta eksekusi kepada
pengadilan;
bentuk putusan

keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan pasal 60 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah keputusan pengadilan atas perkara
gugatan yang berdasarkan adanya sengketa. Lazimnya gugat yang bersifat
sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat yang “contentiosa”.
Tentang permasalahan gugat kontentiosa suedah dibicarakan secara ringan
pada saat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan gugatan seperti yang
telah diuraikan diatas, setiap gugatan yang bersifat contentiosa pada
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prinsipnya akan mewujudkan keputusan pengadilan yang Dbersifat
“condemnatoir dan berkekuatan eksekutorial”. Ciri-cin yang melekat adalah :
a. bersifat partai
pemahaman keputusan pengadilan yang berbentuk “putusan” yang
bersifat condemnatoir dan eksekutorial, maka ciri utamanya adalah
mengandung sengketa antara dua atau beberapa orang anggota masyarakat
terjadi hubungan hukum timbal balik. Misalnya hubungan hukum suami
isti dalam bentuk perkawinan, suami melanggar kewajiban sehingga
menimbulkan perselisthan dan pertengkaran. Oleh karena gugat yang
kontentiosa mengandung sengketa sudah barang tentu persengketaan mesti
melibatkan dua atau beberapa pihak. Yakni pihak-pihak yang bersengketa.
Dari sinilah lahir asas yang menentukan setiap gugat yang bersifat gugatan
atau contentiosa mesti “bersifat partai”. Ada pihak penggugat dan ada pula
pihak tergugat setiap perkara yang mengandung sengketa tidak dapat
diselesaikan secara valunter,
b. bersifat contradictoir
asas lain yang melekat pada perkara contentiosa, proses pemeriksaan
mesti bersifat “contradictoir”. Maksudnya tata cara pemeriksaan perkara
mesti dilakukan jawab menjawab secara timbal balik. Tergugat mesti
dipanggil menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan dan dalam sidang
pemeriksaan kepada pihak tergugat diberi hak bebas dan leluasa untuk
membela hak dan kepentingannya atas gugatan penggugat. Maka terjadilah
dalam pemeriksaan persidangan suatu dialog langsung dalam bentuk
“rephk™ dan “duplik”. Disamping replik dan duplik kepada penggugat
dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugt. Sebaliknya kepada
pihak tergugat diberi pula hak untuk mengajukan “bukti lawan™ atau “regen
bewijs” untuk melumpuhkan pembuktian penggugat. Kemudian kepada
para pihak diberi hak untuk mengajukan “ konklusi atau kesimpulan”. Juga
kepada tergugat jika memungkinkan diberi pula hak untuk mengajukan
gugatan balik dalam bentuk rekonpensi,
c. bersifat condemnatoir
oleh karena dalam perkara yang didasarkan pada gugat contentiosa
bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan, pihak tergugat dapat
menuntut agar hakim “menghukum” pihak tergugat. Pihak penggugat dapat
menuntut agar hakim menghukum pihak tergugat. Pihak penggugat dapat
menuntut putusan “condemnatoir” dalam petitum gugat. Yakni meminta
kepada hakim agar tergugat dihukum menyerahkan , membongkar,
mengosongkan, membagi, melakukan atau tidak melakukan atau
pembayaran sejumlah uang,
d. mengikat kepada para pihak
keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran
hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan yang bersifat
contentiosa telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan
telah memperoleh kekuatan hukum bagi pihak yang berperkara. Bersama-
sama dengan itu putusan mengikat terhadap para pihak yang berperkara,
terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris
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mereka. Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyal
kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak
dari mereka para pihak mesti tunduk memtaati keputusan. Pihak yang satu
dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran
untuk memenui dan mentaati bisa menimbulkan akibat hukum,
e. putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah asas nilai kekuatan
pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan sifat kekuatan
mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan dengan sendirinya
menurut hukum melekat pada nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau
para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka dan ahh
waris mereka. Maksudnya kapan saja timbul sengketa di kemudian hari dan
sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum
dalam putusan, putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk
melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung didalamnya bersifat ‘“sempumna” (volledig), “mengikat”
(bendede) dan memaksa (dwingend). Bahkan dalam putusan tersebut
melekat unsur “ne bis idem” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal
1917 KUH Perdata yang menyatakan gugat tidak dapat diterima,

f. putusan mempunyai kekuatan eksekutonal

sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang
berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan
tercantum amar yang bersifat comdemnatoir, maka dalam putusan tersebut
melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau mentaati
putusan secara sukarela putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar
ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 Rb.g. Hal ini sesuai dengan asas
yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk
putusan yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang
berbentuk putusan mengikat para pihak.

Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas telah
menjatuhkan putusan kepada termohon dan pemohon dalam gugatan konpensi
maupun rekonpensi yang substansinya sebagai berikut :
dalam konpensi :

1. mengabulkan permohonan pemohon;

2. memberi izin kepada pemohon (Rofi'i bin Salam) untuk mengucapkan ikrar
talak atas termohon ( Nur Rokhmah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan
Agama Pasuruan).

dalam rekonpensi :

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi untuk
sebagian,;
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2. menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi
mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan, hadhonah dan maskan
tidak dapat diterima;

3. menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar
Mut’ah sebesar Rp. 185.000,- kepada penggugat rekonpensi/termohon dalam
konpensi,

4. menghukum tergugat rekonpensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar
nafkah  madliyah sejumlah Rp. 315.000,- kepada penggugat
rekonpensi/termohon dalam konpensi;

dalam konpensi dan rekonpensi menghukum pemohon dalam konpensi/tergugat

rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung

sebesar Rp. 76.500.-.

Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan
Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No 201/PDT.G/1998/PA Pas yang
dijatuhkan pada tanggal 09 September 1998 dan pengucapan ikrar talak dilakukan
pada han Rabu, tanggal 09 September 1998. Oleh karena itu putusan tersebut
dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai
kekuatan eksekutorial. Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan, serta
melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Penetapan mengenai permohonan perceraian ialah sejak ikrar talak
dipersidangan yang diadakan khusus untuk penyaksian ikrar tersebut oleh
Pengadilan Agama (Hamid, 1996:121). Panitera atau pejabat yang ditunjuk harus
mengirim salinan penetapan atau putusan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 30 hari, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat
kediaman penggugat dan tergugat untuk didaftarkan.

Panitera wajib memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para
pihak , selambat-lambatnya dalam tujuh hari sejak putusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada para pihak.

Putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai kekuatan eksekutorial

mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hasil putusan tersebut. Pengadilan
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Agama kinmi sudah mempunyai jurusita sendir, sehingga tidak memerlukan
bantuan dari Pengadilan Negeri untuk eksekusi (Hamid, 1996:122). Konsekuensi
terhadap para pihak yang lalai dalam melaksanakan hasil keputusan menurut A.T.
Hamid (1996:123) adalah:

1. kalau putusan berisi penyerahan benda tertentu maka benda itu
diperintahkan agar disita untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak
yang menang, kalau perlu dengan alat kekuasaan negara;

2. kalau putusan berisi perintah penyerahan sejumlah uang, maka dapat
diperintahkan agar benda bergerak milik tereksekusi dilelang melalui
Juru Lelang Negara. Kalau tidak ada benda bergerak, barulah boleh
benda tetap, sampai dicapai harga yang diperlukan;

3. kalau putusan berisi perintah agar tereksekusi melakukan perbuatan
tertentu olehnya sendiri, maka pihak yang menang dapat memohon
sedari semula dalam petitum gugatan agar dikenakan uang paksa
untuk setiap hari kelambatan atau agar diganti dengan sejumlah uang
yang sebanding dengan itu. Tetapi uang paksa tidak dapat diminta
kalau prestasi itu berupa sejumlah uang.

3.3 Kajian

Konsekuensi Yuridis Gugatan Rekonpensi dalam Permohonan cerai talak
yang terdapat dalam putusan No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas menggambarkan
dengan jelas bahwa dalam Pengadilan Agama pihak termohon dalam
rekonpensinya diperbolehkan untuk mengajukan gugatan yang sama, yaitu sama-
sama mengajukan perceraian. Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang tidak
memperbolehkan adanya kesamaan petitum permohonan atau gugatan, apabila
pihak pertama sudah mengajukan perceraian maka pihak kedua dalam
rekonpensinya tidak diperbolehkan mengajukan perceraian. Oleh karena itu hakim
Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara tersebut.

Pengingkaran terhadap status anak yang dilakukan oleh pemohon serta
pelaksanaan perkawinan karena keterpaksaan (pembebanan tanggung jawab atas
kehamilan termohon) menjadi dasar permohonan talak Rofi’i bin Salam terhadap
istrinya Nur Rohmah binti [bralum. Pengadilan Agama Pasuruan dalam
menangani perkara tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan

yurisdiksi yang berlaku. Alasannya, pengingkaran terhadap status anak tersebut
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perlu dibuktikan untuk memperkuat pernyataan tersebut, sedangkan pembuktian
mengenai status anak belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagai undang-undang tentang Peradilan Agama. Hakim akhimya membuktikan
dengan menggunakan alat bukti yang ada, yaitu akta kelahiran sang anak, dengan
keterangan para saksi serta pengakuan para pihak. Pemeriksaan terhadap alat bukti
dan mendengarkan keterangan para pihak kemudian dilakukan oleh hakim.
Kesimpulan akhirnya diambil oleh hakim setelah hakim mendasarkan
pembuktiannya pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 1974, Kompilasi Hukum
Islam, serta sumber hukum lain yang relevan seperti Kitab Figih, dsb. Pengakuan
secara diam-diam yang dilakukan termohon juga memperkuat pembuktian yang
memutuskan bahwa anak tersebut bukan anak sah pemohon dan mengabulkan
permohonan cerai tersebut.

Gugatan rekonpensi yang diajukan oleh termohon tentang biaya mut ah,
nafkah madliyah, maskan, kiswah juga dipertimbangkan oleh hakim mengingat
termohon dalam keadaan gqobladukhul. Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika
istri dalam keadaan qobladukhul nafkah iddah, kiswah dan maskan tidak perlu
dipertimbangkan. Oleh karena itu hakim mengabulkan sebagian gugatan
rekonpensi yaitu membebankan mut’ah dan nafkah madliyah kepada pemohon
atas kewajibannya sebagai suami serta membebankan biaya perkara kepada
pemohon.

Jadi, hakim dalam memutus perkara sudah mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kosekuensi yuridisnya atas putusan tersebut

adalah para pihak diharuskan melaksanakan hasil putusan dengan sebaik-baiknya.
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4.1 Kesimpulan:

Uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada pembahasan permasalahan

pada skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

. adanya putusan mengenai penetapan status anak yang diajukan dalam gugatan
rekonpensi oleh termohon, termohon menyodorkan alat bukti berupa akte
kelahiran yang merupakan akta otentik. Pengadilan Agama menggunakan
hukum pembuktian berupa pemeriksaan akte kelahiran, pemeriksaan saksi-
saksi yang dikuatkan dengan pengakuan para pihak dengan landasan Undang-
Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum Islam
dalam Ilmu Figih karena mengenai status anak tersebut tidak diatur dalam
Hukum Acara Pengadilan Agama akhirnya pengadilan memutuskan bahwa
anak tersebut bukan anak sah pemohon atau menolak gugatan rekonpensi
termohon mengenahi status anak dan mengabulkan permohonan cerai serta
mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi.

Penulis menganut pendapat yang sama dengan putusan pengadilan
tersebut karena hakim tidak dapat memutuskan melebihi apa yang diminta
oleh para pihak, selain itu termohon telah mengakui secara diam-diam tentang
apa yang diragukan atas status anak tersebut sehingga menjadi dasar
pengambilan putusan oleh hakim dan tidak dilaksanakannya sumpah Li’an;
konsekuensi yuridis dalam gugatan rekonpensi tersebut pengadilan sudah
mengeluarkan putusan yéng bersifat condemnatoir dan memiliki kekuatan
eksekutorial. Pemohon diberikan 1jin untuk mengucapkan ikrar talak di depan
sidang Pengadilan Agama Pasuruan serta membayar biaya mut’ah dan nafkah
madliyah kepada termohon dan membebankan biaya perkara kepada

Pengadilan Agama Pasuruan. Oleh karena 1tu putusan tersebut mengikat para
pihak.

32
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4.2 Saran-saran:

1.

hendaknya dalam kehidupan sehari-hari selalu berhati-hati dalam melakukan
hubungan dengan lawan jenis karena seks bebas bukan solusi, jika terjadi
seperti kasus di atas akan berdampak tidak baik bagi perkembangan sang anak
yang harus menaggung akibat perbuatan orang tuanya;

hendaknya para pihak melaksanakan dengan sebaik-baiknya hasil keputusan
tersebut dan apabila para pihak lalai dalam pelaksanaannya, pengadilan

mampu menerapkan eksekusi yang telah diatur dan ditetapkan.
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b i g RCRLL

CETUHANAN TANG HaHA

ranURUAN

S
Menz

kaps rlara rperdata dalem tingiat psriams r=lzh  menjatunian
verksprs—Dolllal e Lo Srk S e = = 3
mqtusan sebagai herikat dalam parkacs Aactaigs -——====""""75"TT T

Tasun Pedok, Rr.0l/aw.0d, Deesa Erodo,

n, Kabupaten Pasucuan

=

diseibut ssbagai PEMOHOM;--—-————""77"

i Ml Saeiy 4 G
A ints brohi umar 27 tahun EVEERIEY
[zlam, pekapjzan -, Lzobemparn ninggal
di  [usun Bandaran,Ro. OLl/Re. 0Z.  Dess

Bandaran, Kecamatan Wipnongan,

raten - Pasuruan,

yang dzlam hzl

diwakili oleh Kussa Hulbianya yaoes s

s

=ma MASTUTI UHRIN, &H., FP=ngacara

Leplisdiiviean ol Kl=tzi Loe o 30,
Mandalan, Kecsmatan Winopgan., Rabaps-

t=n Pasuru

an, bardasar

kan Surat Kuasaz
Fhusus vang
kepaniteraan
vigan pada tanssal 25 tei 1993 Homor
Od/Ratek/Vs 1993, aelanjutnya  dissbut

zzbagzi FUASA TERMOHON :
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PENGADILAN AGAMA tersebut di atag j-—-——————=m————-m=-=—mme-
) aldg 5

Yzlah membaca surat-surat periara j-——--—-—-—--=-———------——

Cetelah  mendengzr plha}—pihéx yang berrerkara dan  saksi-

" TENTANG DUDUKHYA PERKARA

Menimbeng, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya

szbzzai barikit f=—— e e

(F)Behua Peﬁohﬁﬁ' telzh mglangsungkan perkawinan dengan  Termohon
rada tanggal 05-11-1337, dihadaran Pajaba Ezntop Upusan  Agams
szhagaimana ternyata dari Kutipan dkta Nikah Homor 321:05C1
1337 tangzal 05-11-1%37. vanzg diksluarkan olsh Kantor UYrasan
As2ma Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan :--—--=—---—-—---—---

- B:hwa s=t=lah perkawinan antéra FPemohon dan Termohon tidal wumpul
shagai  suami istei, Pemcohon Sertempat ké&iaman di rumah orang
tuanya i [%sa:Frodo. Termohon di rumah orang tuana zendirl  di
lesa Bandaran &én belum melakukan hubungan  kelamin,  @zdangkan
fTéfmShon waikttu  akad nikah dalam feadaan hamil 6 Lalan  dan
sekarang telah melazhirkan seorang anzk di luar nikah ;---————-——-
— Bahwa seiak terjadinya akad nikah rumah tangga Pzmchon dan Ter-
'ﬁéhon tidak ada keharmoniéan disebabkan pernikahaﬁnya cdahuln
:bﬁhaﬁ' atas daéér cinﬁd sama cinta. hanyva karena"ombngan dari
mésyarakat :—-—--————~—;—-———-———-———~——--; —————————————————————
- Bahwa FPemohon dan Termohon secara otomatisﬂ s2jzk melangsungken
aLad nikah hinéﬁ& sekarang selama 8 bulan tidak ‘pernzh  kuapul

dalan  satu tempat ting%al yaitu P=mohon kerja sebégai pelayan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AU
arznz tuanya ssndiri di vess Randaran, Kscamatzn Winopgal

pemohon gz lams ita Rava birie wang sshanysk = ¥

o
o
(40
[ 3}
2
=
L

Fo.  20.000,0C (dua zuluh riu prupish? dan kirim ketiga  kallaya
Ep. 10.000.00 (s=pulub ribu rupizh} namun ditolak olsh Tarmchon:

fanwa Pamohon telah cukup berusaha palalulean  usaha  perdamsisn

an €

¢
W
p
[41]
M
i
pers
P
Lo
e
i2
;]\ H
.
-
o
b
7=
P
g
=
e
W

ra melibatkan orang tna/keluarga

sjan tetapd Tarponon zama 3:kali € dzl menamralian itikad paik-

T
§7]
Feis

awrz  untuk  bemizmad dengzan Pemohon. cleh  karsna  itu Pemohion

rericesimpulan  bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah

ridzls dapat dibina ﬂan'digfrtahaﬁkaL lagi keutuhannya ;-——----—-""

- Bahwz Pemohon sangaup antul membayar s2pua biava perkara ;----"°

PRIMEE

o

Menzabulkan permononan Pemohon ;-—--———-——=--""""T"77 e

i=n pada Pzmohon wntuk mengucapkan  ikear

M
=
n
il
oh

5}
i
B
g
b
B

p 2]
Sy
b
I‘J‘
e
s
(S
[
=
i

3. Mzmbebankan szluruh biaya verkara m=nurut hudum fmmm o= — =

- Mobhon putusan yang - AR LL T o e iy

IMenimbang. " pazhwa pada hard aidang vang "telah ditetapkan
Dol Jlatang menghadap gsendiri dan Termohon diwakiuli oleh kua-
sanya (kuasa hukum), Majlis Hakim lzlu berusaha mendamailan 'kedu%
belah pihak agar dapat rukun kembali. namun tidak berhasil. mzka

kepuidian dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan wemba-

~akzn  surat permohona Pamohon yang isinya dipertahankan olzh pe-

mohon ;—————————————————————;;-——-*-—-——v——ﬁ;—-————-4;;*——;~——;——"-‘-
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Mznimbang, bahwa terhadap r=rmohonen Pemohon. Termohon
. DTN 1 Le .

. R R T T R .

(kuzsanya) telah memberikan jawabannya tertanggal 27 Mei 13998, yang

isi selengkapaya sebagai berikut i----—-——-----omTTTTTTTET T

4”‘?:: ERGT

= %
. ,...l

AR Ag naran PERMOHONAN POKOK (KONPENSIY:

.2£$ ‘ii:r Bahwa benar Psmohon dan Termohon telah melangsunglkan perkawi-.
f i

= 3 . . %

1h$: ‘ pnan :pada tangzal 05-11-1997 sebagaimana -tercantum . dalam
AN Kutipan Akta Nilah Nomor : 321/08/X1/1897 vyang, dikeluarksn

oleh.Kantor Urusan. Agama Kecamatan Winongan, .Kabupaten Fasu-
FUAL §s==———m=me—gs—s—=To——o——sm—osSss——msomommEmmmE T m T

- Pahwa ‘dari perlawinan terssbuv telah melat

>

irkan sesorang anax
laki-laki.bernama :: ROKHMAD ROKHIM (usia 4 bulan) sj--r==----7
- Bahwa .-sebelum perkawinan tersebut di =atas dilangsungzan
. antara Pemohon dan Tzrmohon ralah menjalin hubungan cints,
vang mana antara famohon dan Termohon telah melakukan hutun-
san kelamin Lerkali-kali ditujuh tempat, yakni i R
belakang rumah Termohon. tepatnya di bawah pohon mangsa
sebanyak empat kali; Zi. Di belakanz rumah Bu Robi (tetengga
Termohon) sebanyzb satu kali; 3) Di belakang rumah Bu [sa
(tetangga T=rmohon) asbanyak tiga kali; 4). Di belakang rumah
B Puk (satu kalij); 5). Di belakang garasi Pak Sucipto (cdua
kali): 6). Di belakang rumzh Pal Kusen; dan 7). Di Skep. Dan
_hal-ini dialui “benar’ioleh Pemohon dengan sadar tanpa paksen
dihadapan Aparat Desa Bandaran, Kecamatan Winongan ;---—-—---—-

_ bahwa akibat dari hubungzn kslamin tersebut Termohon hamil,
. Pemohon sebagai pria yang menghamili Termohon dituntut untuls
bertanggung jawab, maka.dilengsungkanlah perkawinan, tersebut
di . atas » dan .sebagai buah.dari, percintaan, mereka  lahirlah
seorang anak laki-laki vang saat ini- bverusia 4 bulan terse-
but di atas, vang lahir di Rumah Sakit (RSUD) Kodia FPasuruan;

_ Bahwa benar sejsk perkawinan dilangsungkan antara Pemohon dan

Termohon tidak pernah kumpul satu sama lain j-—————==—=-7"777
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= wmperilks it “ah  szbesar Ep 1,000,000, satu  Juta
2. memperikan  put’zh  szbesar Rp. 1.000.000,U ( J

memberikan nafakah & bulzanb X Kp. 300,000,000 (tiga raty
vibu rupiah) = Ep. 1.800.000.00 (satu juta delapam ratus

pibu rurizh) dan dipsrhitungkan. terus. sampai s2lan

I
H\
.
o
—
1
e

(9]
2
i
2
c
(1%
3
A
3
1
b=
-
w
o
\J
g

..... . untuk pakaian, zlat kosmetik dan

perhizasan senilai Ki. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;--

d. membepikan semna  bi

i

ya vang telah dikzluarkan salam

w

melanirkan di Fumal Sakit dan biaya pemielian obat-obar
senilai  Rp. 1.007.1G0,00 (satu jute tujuh ritn s=ratus
rip iR ¥ Je B e SR SRS e e s s e e T R
e, membepitan  hadlanzh  kagi  ssorang znak seniiail Eg
1_AGa.000.00 ¢aatu juta lima ratus ria rurlah) (--=---—==<
f. memberikan maskan ssnilai Hp. 500000000 (lima  Juta
PUDIAN ) §=—m——m——mmmmmm o s mmmmom— oo mmoo oo

mohon kepada majlis Hakim, agar meomtuskan sebasai berikut i---—-—-

FERIMALER:

1. Mepgabulkan gugatan Penggugat rekonpensi selutwmya 1---=—-———--

% Menghuium Tzrgugat Rekonpsnsi wntuk membayapr -———-——==-—-—=—=———=
a. MHut-ah sebedar Fp. 1.000.000,00 (satu juta rapiah) ;-————---

b.

B

Nafaiczh sebesar Kp. 1.800.000,00 (satu juta d=lapan ratus

rupiah) dan diperhitungkan terus sampal selama masa iddzh -

4. Biaya melahirkan dan obat-obat yang telah dibeli senilal Rp.

1.007.100,00 (=atu juta tujuh ribu seratus rupiah) ;------—-

&. Hadlanzh senilai Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu

PUBEAN) e S s e i e e e

£, Haskan senilai Rp. 5.000.000.00 (lima jutz rupiah) ;------—7
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G Menshubooan Teraugst hfkﬁnﬁensi membayar biayz vang Timbail dalam
e Ll M e e e

DI LATER
patussn vang ssadil-adilnya f--—s-ms—somoommmm T Tm T o
Menimbang., bahwa jawaban  lermchon  (kuzzanya) tecsshar

srmohon (Euasanya) ada vang  perlu dijslaskan

Penchen samz sekali tidak dizjzk beyanding

E)Eahwa Temohon  telah memerikazkan ke dokter ahli  kandungzn
(dr . Bukhari Arbgin), ashelum peeonikahan dan teravata hasil kandu
ngah 65 b@lan; éan hayi l=zhir tanggal(ij)&anuari 1998 1-—---=--—

—

pernah bumpal lagi -

ke quz Ealinga Pewobon sepdivi yang memberikan Ky 2000000 (duz
ruiuh  ribu cupizhy dan diterima ol=h Termchon  langaunz, yans

lerigz kalinya melalui adik Pemshon namun ditolak oleh Termobon

s

sehab Pemohon saat itu tidak szmpat datang azndiri kar=na siluak

- Bahwa ataz gsugatan rekonpansi Termohon, Femchon hanya wmampd
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piaya kelahiran dan lain-lainnya tidzk bisz memenuthi  sebab
Demohon tidak vakin anak itw hasilpya T

Menimbang,. bahwa atas replik Demohon terssiull, Termohon

Luasanya) « membarikan Duplik tertanggal 10 Juni 1925 yang 1sinya

—

jujur dan t=2zs ‘mengaku telah menjalin

=

‘,’( - . 1 - N . - - iy

‘§/ hubungan cinta asn mzlzkukan huoungan kelamin dengan  Termonon.
p s

Femonon  Juga. BN i bahwa tidsk ada laki-laki lain yang Der-
huowizan’ kzlamin dengan Tsrmohon fisl ini Hersnii hahwa penga-
kuan dari Pemchon perssbut menjadikan dalil Termohon me=ng=nal

anzlk Femohon telzh fecibuktl S<Carz szh dan semrurna. Hal N ani
dikuatkan dsnZan dikzluarkannya B¥la Kslaniran tanggal 08 Har=t

1998 ssbagaimana tercaniud dalam Futipan Akta iah;;agvﬁgmor :
282/111/1938 tanggal O3 Marel 1995 yansg dikaluarkan Kantor
Catatan Sipil Kebupaten Dati (f Pamgpuanfho==sef———""" &
tahwa selama perikawinan Lemobwon hanys pernah membzrikan uzng 3=-
jumlzai fp. 10 .00, 00 rsepuluh ribu pupdah] j===—-—--""""T777 7"
_ Bahwa alasan Pemohon sibuk bekerja di Surabaya, 3ehingga Pemohon
tidal sempat mengirim wang sendiri, tidak ada waktu e ) engub
Termohon, tidakﬂbiﬁa menemzani Termohon saat operasi gelahirkan
karena tidak diberitzhu =dalah alzsan yana dicari-cari dan
bertentangan dengan kzbenaran. Bagaimhna mungkin  s=oralg suami

palagi  di

o

05

==

o yang baik, . tidak ingin pengetahui kzadaan istrinya
ketahuinya lagi .hamil ?. Tzrlebih lagi rumeh Termohon berads
dekat PasarsTerminal Winongan. Apabila Pegohon_pulang dari Surz
baya menuju rumahniya atau hendak pergi kq_}u@r kota tentu. it

lewati Jalan raya depan pumah Termohon. Jadi dari hal-hal ters=

hut dapat-disimpulkan-bahwa Pﬁmohon dengan senzajz menelantarkan
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bila Termohon dan kesluarganva tidall rpsrnab

3
f1j
"3
‘g
.:J__
:I
(=)
]
2
0
=
-:.'
;
L}:
.-
3
T
sl
4]
T
-

pendapat tanggzvan dari  Pemohon. [Dan  sebalikny

'3

ot HLF=Haad §

~mabion supaya Termchon tidak uszh ks rumannys
karsna keluarg; Pemohog tidak menyulkai Termphon- Fzmohon  Jjuga
menya;akan bzhwa bila di Sursbhaya ada kost putri mak
akan diajak pulanz ke Surabaya. Tetezpi setelah zkad nikah Pe-
mohon  memperlakukan T:Lmohon sedsmikian rupa sebaga%maﬂa ter-
asbut di atas. Bahkan Te:mohon melalui kuasanya berupava me-

ngajak damai F

o
=]
(=}
=2
=
—
B
5
ct
ey
o,
!,:
=]
JQ
2
2.
')
Lr)
[l
ct
t
t‘l!
G
oa
o
J
p
q
Y
-
gy
o
o
=

dari Pemohon s T NG i e ipa. I -
- Bahwa bedasarkan bal hal te 3=but di atas, sudah jzlas dan tidsalk

dapat dipangkiri lagi bahwa P2achon dengan sengaja melalaikan

semua kewajibsnnya terhadap Terachon dan analayz. Oleh kKarenanya

=1

sudaih sswajarnyalah Pengadilan fgama Fzsuruan menghuwiaam  Peaolown
_unytuk pmemennhi semua beuajibannya sebagaimanz  t2rsebut  dalam
puzatan pelonpengl [ e e e SRS m S RS e e

DATAM REKONPENST -

-  Bszhwz gugatan Pengaugat R-:-kon_t_:ensi tidal dibanteh kebenarannyz
oleh Tergusat Rzkonpensi, paka dianggap mengakui kebenaran
dalil-dalil gugapan Penggugzat Fekonpensi. sehingga menurut hukum
sugatan Penggugat Rekor L¢n51 te}ah terbukti selurupnﬁa. olsh

barens itu haras: dikebulkan j-s=c=t=meescssce—nsomommns—na—mmmas
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Z .. Berdasarkan .hal-hal tersebut di atas Termohon .mohon agar

PRIMATERS: .o« o oo

gugat rekonpsnsi selurubnya

+

Menghukusm  Pemohon konpensisTerzugat rekonpensi - untuk  pembayar

hizys vang tiumbul dalam perkarz ini 3

T A 0. . eamy .

Mohon putusan yang adil 3

Menimbang. bahwa atas replik Termohon (kuasanya) terssihar

Cemohon masih mengajukan pe-replil tertanggal 24 Juni 1338 s=rcara

teptulis vang isinya sebagal Lerikut :

1. Bahwa rpengakuan Termohon (istri zava) hanyansaya sajiz tidalk

a
~
q
i)
[$1)
L47]
v
el
pl
2
e
e
1
b
P
G-
o
2
o
1
=
El
e
-
]_l

benar, (pasti ada orang lain) i

P i 2 o = : .
gal ‘15 Februari 1997 2tau Ui Jyawal 1419, sedansgkan saye

call

ua

==L

fubungan  kelamin d=ngan istri saya. Untuk keyakinan sava dan
sava mengatakan ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-henar
nya. Hohon pada Uajlis Hakim vang -terhormat sudilah  Fetuxz
Majlis. sava dan istri sava wntuk mengucapkan “sumpal 1i“an™ di

hadapan Hajlis Hakim vang terhormat ;

s

Bahwa selama psrkawinan 3ava pernah memberin uang = kali sebesar
fp. ‘20.00000 T===mmomom————nm——mmm s asE T T —————-

pertama Kp. 10.000,00 peda waktu akad nikah. ;--=75-—77777777777
leedua Ep. 10.000.00 itu diterima sendiri oleh istri saya 5-=--
3 Masalah anak (ROKHMAD ROKHIM) sava vakin bahwa anak tersebut

tadcan  hasil hubgngan saya dengan istri . sava, sehingga sayz

keberatan Jika dibebani biayz m=lshirkan, biaya nafakah anak-

anal dan semua biaya-biayz lainnye I

|
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dan ridalk
qis

Darlu Mailis Hakim t2rhormat xstahul bheiiwa saya di  Sura-

peksrja kasar tkuliy. di z=biah  toko  di

5.000,00 itupun wantuk

iear uraian putusan ini ditnjuk

{ivrzikan dalam berita zcara pergidangan

diangzap tzlah tercaiur didaizanva ;

{znimbang. bahwa Femohon untuk psscsriuat dalil-dalil p=

opannva. telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat. -
Fato  copi Kutipan Akte Nikah Nomce : 321/05/K0/1597, tanggal
J5-11-1937 wang dibuat oleh Pegawai Pencatat Hiksh pada Kantor
pusan Agama Kecamatan Winongan. Kabupaten fasuruan, bermateral

culip dan t2lah dicocoldian dengan aalinya (tanda P.1) 3

+ Galkai- e

Z.L. GAT i 7 1. umur 52 tahun. agama [slam, pekerjaan
tani. bertempat tinzgal di Desa Prodo, Kecamatan Winongan

Kabupaten FPasuruan; Di bawsh . sumpah sakai menerangkan

- Bahwa saksi ksnal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalzh ayzh kandung Pemohon ;
- Bahwa =aksi mengetahuil sz2telah menikah antara Femchon

dan Termohon sal ing berpisah. Pemohon kembali ke tempat
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bewianya A S .

wrianya di Surabaya dan Teemchon tetap di rumah opan

s

ianya  sendiri, balue p2rnah melalodean hebuaszan suami

Termohon, sskab  Pemohon dikatzkan telzh

penghamili Termohon j---—-———————mmmmmmmme e

- Baheia atas lkerzguan tercszbut Pemchon  zegera mengajak
Termoboa  untus memeriksakan ke dokter 2ahli  kandunszan

dan f2rnyata benar kepamilan Termobon bukan & bulan

kan, maupun  keluargz Teramohon datans babwa Termohon
hamil, tetzpi tahu-tahu datang ke rumah kakal Pzmohouo
mengatakan untuk aegsera dikawinkan ;-——-—————m-mmeeeoeo
- Bahwa szksi mengakul  setzlah menikah tidak pernah
memberi saran agar Pzmohon segsra datang untuk mensngol
Termohon, dan Jjuga btelum pernah ‘msuyarankan untuk
berdamai, sebab hal ini didahului oleh razsa keraguan

atas kshamilan tersebut j----oooo oo
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- Bzhwa Psmohon dan Tsveohon telah prisah tempat tinggal

IR =

4fw 3zlama 7 btulan dan s2lama itu hanva pernah datang 2

kali mamberi nafkah lahir saja kspada Tsrmohon ;--—----—-

e ‘:F, Menimbzng, bahwa ztas k=terangan saksi terssbut Femohon dan
~ Y4
4 § “% Tzrmohon (kaasznyz) tidak keberatan menerimanys j———————————
Menimbang, bahwz dalam persidangan rtansgal 15 Juli 1993

Frmohon  menyatakan bahwa saksi vang sedianya zkan dihadirkan  pad

—

tidzlr  sanggup lagi menghzdirkzn dan mencukupican dengzn  alat-alat
bukti vang telah dikemukakan di rersidangan (---—-—--mcmmmmme
Hepimbzng. bahwa  selanjuinya Pengadilan Agamz memberikan

s

mpatan kepada Tarmohnon. (kuasanya) untuk mengsjukan bukti rep-

1.1, Foro Copi bermatsrail oukup yvang telzh disssuaikan  dengan

aslinyva dari Hutipan 2kta Kelahiran., Nomor : 562/I11/1498

Sipil Rabupatsn [ati 1T Pasuraan (T.I) ——————————mmmm =
1.2, Fotg Cond bermzteecal cwdonr yang telsh disesuzailan dergzn

i~

1.3, Foto Jord bermatzrai cubup vang telah disesuaikan  d=ngan

Fote Copi bermatsrai cukur vang telah disesuaikan d-nzan

=
b=

aslinya dari tanda terima Pembavaran tertangegal 1/-01-
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1.8, Foto Covi bermatsrai cukup yang telah disesuzikan dengsn

aslinya dari kuitansi resep obat teptangzal 13-01-1398
Copi bermaterai swkup vang telah disesuzikan  dengan
2 dari rincian biaya pendsrita payat  nginap ter-

1 12-01-1998 (T.VI1) j=mm——mmm—=================oos

wup vang telah disesuaikan dengan

o
2
O
o)
o}
S
o ;
m
el
=2
o
Che
(8]
s
el
e
0

aslinya dari rincian biava penderita rawat nginarp

diperlihstkan kepada Pemchon <dan Psmohon tidak menanggapi lagi :--

Menimbang., a=lanjutnya didengar keterangan saksi Termohon -

“ 1. SANUSI bin Saprani, wmar 47 tahun. agamz [slam, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di [esa Kemiri, Kecamatan Pusto.

Kaburaten Fasuruan: Di pawah sumpah s3ksi mensrangizin
yang pada pokoknya sebagal Lerikut s ——-——————————— =TT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tsrmohon karsn:
aal3i adalah tetangga dengan Termohon, sedangkan kenal
dengan Pemohon di saat ia menikah Jengan Termohon §----

- Rahwa saksi mengestahul mereka suami istri, namun Sebe—
lun menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu ;-----

- Bahwa saksi baru mengetahui dari istri salksi dan 3=t-
lah warga desa ribut membicarakan kehamilan Termohon -

- Bahwa ;saksi: mengetahui setelah menikah tidak pernzh
kumpul satu rumah,. karena Pemohon langswng p=pgl. b=
ninggallan Tgrmohon B iy St

- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetéhpi berapa
kali FPemohon perngh mendatangi Termohon/ tidak, tetzpl

penurut keterangan Termohon, Pemohon p=rneh datang duz

=l
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hasil hubungan Ladan dengan Pemohon. &

Ihir

i
]
13
[E]
1
-
5
n
W
W
ot
ot
a
3
3
Lo
-
r$
e
s
rh
(40}
af
=
&
s
o,
[41]
2
'v‘-:-'
o

2
U‘
o]
2
3
k1
(1]
5]
v
2
th
(s 3l
G
V—
2
'.l
1=t
Al
{7
W
(4]
b
s
w
o
5
-
g
(9]
(D
&
s
~t
v
5,
=34
(Bl
5]
=
ney
[
=1

) B apang TR
s=tapi tidak disstujunl o eh oran
AcaY = = - v = S AN
dan  punya pacay L =p

Gianyer T : )
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gl Jtidak pernzh mevaloankan Ermw@un RE0
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wehon  karsna F

Gdr
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5-3bd.’ 5_'1‘ 1.-_ b&  § 1}\.‘\1‘ s .

. dan
Aaliiin: walkal wensl dengan Termohon s=2jak , kecil ) ;iu
- a 0 "8 3 . ; i ; s
" kepal Pemonon baru seteiah nikah Aarcgal§§“si b
kena . ah
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secara pasti  tentang

perkawinannya, hanyea: mendsngar ketsrangan dari Termohon

sendiri. kalau sudah -kawin. namun tidak pernah  kuaral

serumah dengan Pemohon ;

_ Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunian Pemohon dan

3
i
%
=
Q)
=3
0.
3
[4)]
op
o
by
5]
.
10
=]
(o)
=
0]
o]

y sudah tidzak pernsh datan

S o

tiiasanva) membenarkannya

‘Menimbang. bahwa akhirnya Pemohon dan T
Henimhang., bahwz sslanjutnyz untuk

dalam putusan ini menunjuk hal-hzl yang termuat dalam berita

perlara in

"

TENTANG HUKUMNYA
DALAM EONEENST

Manimbanz, bahwa maksud dan tujuan perpoponan Pemohon pada
pokoknya adalzh z2sbagaimana ters=but 4i atas ;

Henimbangz, bahwa berdasarkan pengzkuan Te

bi']

mohon (kuasanya) .,

beterangan di bawah sumpah saksi-saksi dan juga sebagaimana ternya-

ta dalam bukti Kutipan aktz Nikah bertanda P.1. telzh terbukti
bahwa zntara Femohon dan Termohon telah terikat dzlam ikatan pecka-

winan yang sah
sizalf

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon (kuzsanya)

dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terdapat adanya

fakta sebagai berikut :
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah zaling
berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karera setelah perkawinan

1

dilanasungkan =antara Pemchon dan Termohon pulang ke ruwmah
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MASINE-MESING | §-—mm—mmm = S m e e s
- - -

~ Bahwa hal terssbut f=rjadi karsna Pemohon merasa terpaksa mnanga-
Gini  Tarmohdn sebab Termohon telah hamil dan Pemohon dipaksa
untul:  bertangoung' jawab karsna Pamohon juga rpernah  me2ng3 aul
Bahwa keluarga dskat masing-mazing talah berusahz menasihati dan

m=vukunkan Pemohon  dan Tarmohon,

%
: lean tetapl usaha tersebut  tidzk
- J
wt |/ . a5
3 | I i
:
Henimbang, hanua berdasarkan adanva fakta terssbut di o atas
malca “tzlah L-whuk?l Bzhua antara Pzmohen dan Termahon telsh f2rjadi
persezlizihan dan tertengkaran scmzra fterus mensrus dan sulit  untuk

ada  kemauan lagi untuk mensreuszkan kshidupan rumah  tangganya, dan

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga vang pecah jika tetap
ada dalam satu ikatan perkawinan, tidsk akan menciptakan dan men-

capai fujuzn rumah fangga yvang bahagia sebagaimanz harapan pzasal

o

Undang-Undang Nomor i'iaﬁun 1974; karena maalnu—maéing tidal
dipat melaksanakan hak dan "Lewzjibannya dengan baik i-----—--------

Henimbangz. bahwa s&lama prosss pemerlkeaan dipersidangzan
Hajlis Hakim telah beruszha sejauh mungkin untuk mendamaikan  kedua
belah pihak beéperféfa} aﬁéﬁ'teﬁgﬁi'tidak befﬁésil karena Pemohon
ratap hersikeras padas pﬁndlriennya et e

tenimbang, bahwa ber&asarﬁan'pertimbahéan tersebut di atas,

maka pnvmohonan'Pemohon wntuk melakukan pereeralan d ng Termohon
dap Ailkabulkan bﬂrdaqavkan paﬂal 39 avat (2) UndaAG—Undana Nomor :
1 rohan 1974 jo. pasal 19 hueuf () Peraturan'Pemerintah Momor: 9

t2han 1975 dan paaal'llB huruf () Kbmpilééi Hulwum Islam ;———-————-
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Menimbang, bahwz fU“*”can Penggugat Rekonpenai agar Terg\gat

- 3
.1y > Ly, -1 s i 2.3
L

Rekonpensi membavar mat ah dapat &inertimbangkan, zekalipun besar-

Rzkonpensi ssbesar Rp. 1.000.000,00 (saty
juta rupiah). Berkaitan desngan kewajiban bekas suami kerada istri-
nyz  Jika terjadi percsraiazn. meskipun Tergugat kekonpensi ksbepa-

tan, Pengadilan dapat mensntuban besarnyz itu  kepada Pengazusat

Rekonpenai (pasal 41 huruf ¢. Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1674) - -

(lima ribu -rupizh) perhari, make dapat dipandang mampu dengan

rermintazn  Penggugat Relonpensi tersebut di atas. Tergugat - Relon-

r=nsi harus membayar mat zh ssbesar Ep. 185.00C,00 (s2ratus delapan

puluh limz pibu rapiah) kspada Penggugat Rekonpensi) 1—————————--—-
Menimbans., bahwa menusut hukus bhesarnya mut “ah adalah sesuai

d=ngzn  kepatuhian - dan ksmampian suemi (pasal 160 Kompil Hukoun
»

Islam) 1=

Henimbang, bahuwa otuntatan  Pengeugat Relionpsnsi tentang
natkah madlivah (mzsz la2lu) selama 5 bulan patut dipsrtimbanghkan,

karena walaupun antar

m
o
"l

Uf-l

1igenigat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
baelum pernah m=lakukanr hubungzn suami istri  (gobladukhul),  dalam
hal ini tidak menutup kemunstinan menghalangi wntuk mensrima  seba-
gian hak-haknya sebagai istri (pasal 149 huruf a. dan b. Kompilasi
fukum Islam), kar=na Tergugat Rekonpensi sendiri yans pergi mening-
galkan Penggugat Eekonpensi, sedangkan ‘ Pengeusat Rekonpensi sebse-

-narnya masih siap uantulk dvthﬁull sehagaimana layalnyva suami istei.

Kerena itu Majlis Hakim berpendapat bahwa dengan siapnva Psngsugat

Rekonpensi untuk bersedia dikumpuli berarti telsh taat. =ehin W

I
=2

Tergugat Rekonpsnsi sebagai suami wajib memberi nafkah kepada Peng-
gugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan dalil Svar’i dalam Litab

1l-Muhadzzab Juz I1 halaman 175 vang berbunyi :———————mmmmmmmmmee :
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'aﬁgd* L:)Lp e Casde o L}Lg IJ 3 gl ,Jl ng*Ji £ g i3l
_'uﬂl «4Lw«Y,um.j e o azadl

Artinva: “dpabila istrl taat. maka waiiblah suami memherikan nafkah

iagat  3uatu nmas

W
[
n

dan jika suami tidal memberikannya hinge

ialy (nzflkah ==lama pigzh) d= apat untuk dipertimbangkan j-—-=——"""""

‘Manigbang, ~hahwa T bssarnva tuntutan Fangzgugat Rekonpensi
tentans nafkan yang 15lu tersebut di atas aebezar Ep 300,000 00
(tigz ramus ribu rupiah) perbulan., Menurut Mziliz Hakinm terlzin

sebeszar kp. 5:000 DG (lima ribun® rupiah) Dérha.-; dan. s=bazai rz3a,

. RUS L At -t -
eedll_n m~Jlla E e tgkaL Spﬁdlrl qeaual dengan LOBdlSl skonimi]
£ a8 £ 5 B - B

b

maka"Tergugat Rekonpensw dihukum hntuk m—'-mb,ayaP nafkag aejumlah Rp.Jts

;S

\'- ': v e e

315.000.00 (tiga rawas lima bel ribu” vupl=h\ kepada Pangougat

(vl
4]

Rekonpensi B e m e — e B

Menimbang. hahwa 2lsh karenz antara Tsraugal Kelonpensi  dan
Penzauszat Relvonp=nsi sat=iah perkawinan tidak pernah  melakian
hlwngzn suzmi isrri'(qoblaéukhull sehingga tidal ada masa  Tunggd
Lazi Fengsugat Eskonrpensi aztelah terjadi percsraizn d=ngsn T=rau-
gut  Relonpensi. malka tunturan Penzaugat Relonpensi tentang naflkah
1ddan. kEiswah dan maskan tidale perlu dipertimbanglkan lebih lanjut 3

Henimbangj bahwa Tergudat Rekonpensi tz=lah mengingkari anale

tepszbut sebagai anaknva karena Tergugat Rekonpensi merasa melalen--
lan hubungan susmi istri dengan Pengzugat Rekonpensi: teralkhir’
tangzal 15 Fsbruari 1297, kemudian Tergugat Rekonpsnsi menikah-

dengan Penggugat Kekonpensi tangsal 05 November ' 1997 dan analk:

. : | P
cepsebut lahir tanggal 12 Januari 1997, ~ sehingzga jarak antara

maka naflah tzrsebut menjadi hutang suami ksrena tanggungan-
:ﬁa(hntm&ig@ﬁlmumgtesPutdwl lewatnys suatu
HRER §mim s i S SR S eSS S TR
qemilizn dar mengingat alkan pesal 34 ayst (3) Undang-Undang
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1

tlenimbang, bahwa dalzm pazal 39 hurur (&) Kompilasi Hubkum
lam. menyebutlcan bahwa anak yang szh adalah anzl yang dilahirkan
lam = atau akibat perkawinan vang =zh. Dalam hal ini flajlis Hakim

erpendapat bahwa perkavwinan dimsksud dalem pasal tersebut  adzlah

perkaginan yang wajar,. sedangkan Tergugat Rekonpensi dan Pengguzat
felbonpensi  perkawinannya  baru berjalan dua Lulan kemadian mela-

bakan hubungsn snami istei (qobladulhul), karsna serelsh akad nilkah

Tzrzugat Rekonpsnsi rulang k2 rumzh orang tuanya sendiri dan  lLer-

pighl Sampad SEKATENE - m-moooTe oS TR SR R s T T s e
lienimbang, mepurat kitzh Al-Fiqhul Islami wz Adillatwbwm olsh

D Wahbzti Azzahiilii, halaman 142, Juz 7. vang berbuanyl -------—

sy aly cels ol"-\tw Sl g ol ShY Skl Je

) IPWIRCIS Be 3 ch e et Lr1ls <xall w3y o "f.;l oD

. ...‘J,J ‘db‘.ﬂ M a2 el M“"")U‘J‘t““""‘u‘

H—J‘«JWJ‘*W&JP-’:‘&' ‘# T " )1:.“ )
J—M‘l

Artinpva :“[izesrakati halalnva rerniia haﬂpaftar 12 ?zika d~n~ah
perenpilan  pasangan  pecinanya. Maka Jjikz melahirkan anak
zat=lah B bulan terhitung ssjak akad pernikahannya, maka  di
tetapkan nasszbnya bahua kefuruuanlitu darinya. Dan  jika
melahirkan anak kurang dari 6 bulan s2jzk akad pernikabannya
repsebit. maka tidak ditetapkan nasabaya (bukan  le-turunan-
nva). kecuali halau dia menz2ztalan bahwa anak vang lahie itu

mepang darinya dan tidal menyatakannya sebagal ha

w

il p=rzi-
naan. Haha pedgakuén térS%but beralkibat menetapkan nasaab

ceturunan darinya) sehubungan dengan keterkaitannya dengan
akad vang mepdéhuluinﬁa, atau dukhul (wati ayubhat). Hal ini
demi kem ‘slahatan dan keterlindungan harga dirvi orang [slam;

Hznimbang, bahua perdasarkan partlmbandan pertimbangan

tersebut  di atas. Mzjlis Hakim berpendapat bahwa anak yang dila-
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gat Rskonpensi terszhut zdalzah

[nL...n ,..nﬁu

pehirn berdasarksn pasal 89 ayat (1) Undzang-thedang
A <
2lka biaya perizara dibebankan kepada Pemohon;
ala meraturan DELUinPa“WDLi. an yang berlaku

DALAH EONPENSI :

1: [i-:-n a2 lizan ruat‘-\-'\lu‘-r\-rll g—-;—ru- m_n:r\_ T e R Rt o e B e RS e - S = S R S
5 "Memlberi izin kepada Pzmchon (ROFII bin Salam) untuk pmengucapkal

jkrar talak terhzadap Termohon (NUR ROHMAH pinti Ibrahim) di

depan =sidang Peng

el
L
-
—
Joi)
e
=
NG
W
=}
[vl]
"
U
(4]
o
£y
=

DALAM REKONPENSI : TRy
1. Mengabullean gugatan Fang

untuk s<hagian

7. Hényétakéﬁ"bahwa auzatan Penzgugst RekonpensisTermohon dalzm
h-JpﬂﬂSl meng=nzi  kiswah, biava melahirkan dan  obat-obatan.
hadlansh, dan maskan tidab dapet iteriga ;=== FF----omrm TS

3.

Menghubum Tergudat Fzlkonp=naisF2mohon dalam Konp=nsi untul mss

bayar mut’zh sshesar Fp. 185110 ,00 (seratus delapan puluh lim:

pibu pupizh; kspada Pangg

[1 o

ougat Rekonpensis/Termohon dalam Konpen-

4. Menghukum T=rangat Fekonrensi/Femochon dalam Konpsn3ai  untull

membayzr naflah madiiyeh sejumlsh Rp. 315.000,00 (tigz ratus

-~ -

lima belas ribu rupiah) iepada Panggugat Fekonpensi/Tzrmolvin
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dalam Konpensi

DATAM EONPENSI DAN REECGNPENSI i b oy Ly
- Mengbulum bemohon dalam Kenpensi Tsrgugat Rekonpensi untuk . mew-

7 7,00 (tujuh puluh snzm ribu lima ratds vuplan) ——————————
'-.‘as.‘_

DEMIKIAN putusan - ini  dijatuhkan pada hari Al tanggal
SEMBTLAN BELAS bulan AGUSTUS takun SERIBU SEHBILAN RATUS SEMBEILAN

PULUH DELAEAN HMasshi, bertepatsn dengan tanggal [UA  BULUH  EHAM
bulan FORIUL T3ANI tahun SERIBU EMPAT RATUS SEMBILAN BELAZ Hijrivzh
oleh kzmi Drs_BJ_HASNAH ALI zebzgzzi Hakim Ketua, H.SAMSUL AKIFIN
SH. dan Ira AZIZAH ULFAH nasing-masing sebagai  Hakim  Angsota.
putuszn  mana  divcapkan  di mubkz umum pads hari itu Jugz dengan
dihadiri olsh HI.NUR QOMARIYAH,SH. Panitera FPsengganti Fangadilan

zzrt2 Pemohon Jdan Euasa Termohon.-------—----------

Agams Tersshu

HAKIH ANGGOTA, HAKTH KETUA.

ttd. ttd.

H.SAMSUL ARIFIN.SH. Dra.HJ .HASNAH ALI

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.HUR QOMARIYAH.SH.
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™ PED TAPAN
[SALINAN |  PENE

e Memow @ 201/Bdt . G/1993/P4 Pas.
r_..,_—..:b-;.“ ‘_'»Q..Ji'l PR Y | r:.--—-:
DEM] KEADILAN BERDASARKAN EETUHANAN: YANG MAHA ESA
Mailiz bengadilan Agama pasurazn telah menjatuhkan penetapan
eepasail terssbut A bawah ini. dalam Yot RArali = mm e ==

ROF1°1 bin Salam. wmor 24 talwn. agama lslam, peker-
iaan suasta. hertenpat tinggal di
usun Padole, Kt,01/Fw.0d4. Desa Frodo.
Komamatan Winongan. Kabupaten Pasu-

raan.  antuk selanjutnva dissbut  PE-

HUR_ROKHHAH himti Jeechim.  umor 27 tahun. agama
tzlzy., pekapiasn -. bhertempat tinggal
A% Imisan Bandaran, Ktool/hw 0w, Deea

iatzn Handaran.,  Kabu-

Havdaran,  Kso

FeATey FaE =Y Aan DR ETRANT A 2a lanjutnya

Ajasiot TERBOHM - e

Pengadilan seama Fspsstut o aFasg -essomo—oo——osssmsmom oo

Telah membacs herkas vevkars begents Femus surat-surat  yang
berhubvngan dofigan replapa ANl fm=-——-asstat s s s mm e o s R — o=

Mapimbang. hahwa E=meney Telalh menikal aspgan lermohon  pada

fanqsai U5 Hovember 1937, tercatat pada Kantop Urasan Agama  Keca-

matan Wincngan. katupaten Fasuruan. ssbagal terastut dalam KRutipan

Abta Hikah Homew @ 2017080001097 - ——- ———
Menimbang. bakms hepdgzspian patuaan Fergsdilsn Agams  Pasu-

phan tanzgal 19 genstus PR, cenpes o UL ebdr s 1E98/PA Paz, wvang

telal memponyal Eskaatan hnlom stsrs Tetarn amErnvy Pyl sebagai
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DALAY _KONPENET :

L. Memgabulkan peemchonan bemohon t-—s—momm s oo e m oo

2. Memberi izin lkepada Pemohon (ROFIZI bin Salam) wituk mengucarkan
ikrar talak atas Termohon (NUR ROKHMAH binti ITkrahim) di  depan
2idang Pengadilan Agama Pasaruan —=—-———=-———--—-s-smomomo—omee

DALAM REKONPENSI:

1. Hengalallan ensatan Pengeugat Rekonpensi/Termchon dalam Konpensi

I

Menratakan  bahwa  ousatan Pengeugat Rekonpensi/Termohon dalam
Ronrensi mensenai  kiswah. biava melshirkan dan  obat-cbatan.
haclanah clan maskan tidalk dapat diterima (-—=—--———————r————me

Fepshmbum  Tersagat  Rekonpensi/Pemohon  dalam wonp=nai untuk

membavar  mot“ah ashesar Fp, 185 000,00 (geratus dslapan palu
X F r T F

lima pikn rapiah’ kspada Penggugat  Rekonvensidermohon  dalam

KAMPENE]  § o m e e e e e e e e

4. Mensharum  Terougat  kelonpsnsi/kPemobon dalam Konpensi untuk
membavar nafean madlivah sedumlah Bp. 315000000 (tisa  ratug
1ima belasz rifa pupiah) kepada  pengeugat  RekonpenzisTermohon
Jalam Kenrenfl st arr e na e e e S e e = e

- Menghukum Pemohon dalam Kenpensi/Tergugat hebonpensi untuk  memn-
bavar semua hbiava perkara vang hingga kini dihitung eehesar Rp.

T3 R00. 00 (il paiah enam ribu lima ratus rapiah) io---------
Menimbans. bahwa herdasarkan berita acara persidangan Penga-

Ailan Agama Faeuyuan tanggal o9 September 1098, Nomor o 201 /P4t Gy

1 Ph Pas.. Femohon telah mensweapkan ikrar talak yang  berbunyi

“Pada hari ini FARU tapnggal O September 199%, sava nama Refi’i bin

Salam menizatuhkan talak satu atas istri saya nama Nur Rokhmah bhinti
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9alen keadaan obladailthi] smscoosoomemo ool oo
Menimbiane, banus berdasarkan Pertimbansan terssbut di atas.
mala Mailis berrendapat ;%rlu‘menetapkan telah terjadinva cepai

talak antara Pemohon densan Termohon temomoooe

Memperhatikan pasal 71 avat

nz-lUndang Nomor : 7
talhan 19899, "zerts ketentuan—ketentian lain vange berhubungan dengan

PEpAra g 0 L e

)"
§

':y” Menstapkan perkawinan antara Pemolon Fefi“i bin Salam d=ngan
Termohon ®ur kolhmah binti [hrohim, poatus karena pepceraizn to-—o—-

MENETAPKAN

L
£y
|
2l

Menvatakan  bahwa bisya Pen2tapan ini sebesar Ro. 30,000 (18]

Lhiga pulnh vika pupiah) dibebankan kepada Pemohon -

iemikian  penstapan  ini dijatuhkan oleh Majlis Pengadilan
Azama Fasnrian, pacla tangoal 09 Ceptember .1990. dengan
Dra 1T MASNAH ALI sabagai Hakim Ketua, serta H.ZAMSUL ARIFIN,SH.
dan Dwea AZ[ZAH [LFAH. masing-masing sebagai Halkim Anggota, serta di
wrapkan  oleh Hakim Ketua pada hard itu Juga dalam sidang  terbuka

untuk vmom, dengan dihadipd rara Halim Anggota serta HJ. NUR QOMAR-

“

IVAH. 3H. szzbasai Panitera Pengganti dan dihadir: rala oleh pihalk

i

Femohon tetard dan Termahen.

HAKIM ANGGOTA.

SUL ARIFIN.SH. Dra.HJ.MASNAH ALI
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T nekos pemanggilan Bpl 3000000
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Penetapan hari sidang pengucapan Ikrar Talak Alll
(P1. 70 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989).

PENETAPAN

Ketua/Ketua Majelis Pengadilan Agama Pasuruan

Membaca Putusan Pengadilan Agama ......... #8888 0 i
tanggal ..... 19... Agustua . 19.98 .. Nomor: 201/?dt'G/1'998/PA°PaB .
dalam perkara antara :

ROFI'I bin Salam

Kec. . Winongan

Kab/Kedya . .. Basuruan . . . . ... ... ,
pekerjaan . ...suasta
sebagai Pemohon ;

pekerjaan . ..... 3 AR
sebagai Termohon ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSTS . v sore  oibi simials sioia s i & dims sive = alils sias v sioia visn s o gioee s
1. .Mengabulkan permohonan Pemohon ;

5. Memberi izin kepada Pewohon (ROFI'T bin Salam) urnfuk ne-
"'hgﬁéhﬁkéh“ikraf‘taxak'ﬁfab“mermonon-(NUR-ROKHMAH-binti
I '"Ibrahim)'&i-depan-sidang-P@ngadilan-Agama.Pasuruan)¢..
: B2 o . . Jlh clehe s G <ol o TR ke 5a e stsiiedle gAY 3vieis sis

?TLﬁﬁngﬁﬁﬁgiiﬂ éugatan Penggugat ﬂckonpcnsi]Termohpn dalam
s K.dﬂpéﬁs-i' :Ll'ﬁ'ﬁuk' -é-eb-a-.gi.aﬁ;. ....................................
2;'Mtnyatakan-bahwa-gugatan-PenggugatuRekonpengi/Tgrmohon

" dalam Xonpensi mengenal kiswah, biaya melahirkan dan -

- dan maskan tidak dapat _diterima;
5;-%Eﬁzhﬁﬁiﬁﬁﬁérﬁiiﬁiﬂﬁﬁxon enei/Pemonon-dalgm-Konpensi-f—
.. untuk membayar -mut'ah. .seDeSar. Rp.. 185.000,00. (sexatus. -

.delapan. pulu.hﬂlima]a.. .ril}z.u .rupi?h). kepada Penggugat Rekon-
ohon dalam Konpensl ; )

4, ﬁ:ggﬁéﬁinge;gugat Rekon%ensi/?cmonon dalan Konpensi -
untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 315.000,00
(tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat -
Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSTI : ‘

- Menghukum Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

membayar semua bilaya perkara yang hingga kini dihitung se-
besar Rp. 76.500,00 (tujuh puluh enan ribu lima ratus Rp.)

-
—~——

!
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Alll

Menimbz  “a'vwa Putusan Pengadilan Agama ....... T8 082 ...
~hirt folah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu

- Talak sebagai tersebut di bawah ini ;

ditetapkan hari

Memperhaiii :ndang-undang yang bersangkutan;

M E N L7 P K N

Menentukan bahwa Pemohon tersebut do; o menjatuhkan talaknya atas Termo-

hon tersebut, padahari. . .... RABU. .. ..... Lagiginl o et o0 Radiiiedss LT
jam .. .09.00Q il sidane Pengadilan Agama ;

Memerintahkan Jutusiry Jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak
supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang
ditetapkan di atas. Kepada Termohon agar diberitahukan, bahwa apabila tidak datang
menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetap-
kan tersebut, maka talak Pemohon tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya dan ke-
pada Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut,
selambat-lambatnya 6 (emam) bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka

putusan Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan sidang

paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari;
Pasuruan tanggal

Demikian ditetapkan di
03 ...September .. .. .. ... 19 .98, .

~*=1a bunyinys

+ Pasuruan

3 LS
\_.75“5;/ Drs. ASDU<T, sH
Pt Pl LI

et o v 2 |
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Ferinesg 511 _baawa

. Pengcaratan rerlars Rp.,  Z,000,00
Z. Administpasa Ierkara  Ep. 15, 000,00
. Panggilan .., o0 Rp. 20,000, 00
4. kedskai ..., ... . Ep.  1.500.00
S. Matevrai ........ .. ... Ry 2,000,000

........

(tuink pulah

Ctt :

...... KD, 26

OGO 0D
AFCRLL LN,

enam riba lima ratus rupiah),

terhitung sejak tanggal 03 September 1998 ;

Foto copy ini sesuai

aslinya ;

P
,'./.*Q
";"_ce'.r‘ e
u‘L‘,’: , o o
(4 [ g[’—\
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rama Pasuruan ;

<

g

DRS. ASDUKI, SH

deugan

.{;fﬁﬁfgﬂéngetahui Pahitera Pengadilan

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
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